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ABSTRAK 
 
 
Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan penduduk miskin 
adalah pemenuhan hak dasar penduduk seperti pemenuhan atas pangan, layanan 
kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, air bersih, dan sanitasi 
serta hak pemenuhan atas perumahan. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan 
yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin di Indonesia. Evaluasi pembangunan 
perlu di laukan agar dapat mengukur kinerja pemerintah dalam berbagai level 
didalam bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Evaluasi bertujuan untuk 
membuat plan dan rencana jangka pendek, jangka menegah dan  jangaka panjang. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pembangunan 
rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Desa Lelang 
Kabupaten Maluku Barat Daya dan juga mengetahui faktor 
pendukung dan penghambat. Metode penelitian yang di gunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, 
dokumentasi dan studi literatur. menganalisa bagaimana evaluasi program 
pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Desa Lelang 
Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dengan menggunakan teori 
Evaluasi (William Dunn dalam Subarsono 2011).  

Hasil Penelitian ini menunjukan kepuasan masyarakat terhadap program Rumah 
Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu di lihat dari Evektifitas Kecukupan, 
Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan Program. Selanjutnya kesimpulan 
penelitan ini adalah program telah berjalan sesuai dan sesuai target, disisi lain 
program rumah bagi masyarakat kurag mampu memberikan dampak yang baik 
pula terhadap masyarakat desa Lelang, pelibatan berbagai stakholder pemerintah 
Desa sangat memberikandampak positif terhadap keberlangsungan program, 
ketepatan program sangat dirasakan oleh masyarakat yang mendapatkan program 
yang merupakan masyarakat kurang mampu.   

Saran dan masukan dalam penelitian ini adalah penentuan skala prioritas keluarga 
kurang mampu yang mendapatkan bantuan, pertisipasi masrakat desa terhadap 
program perlu ditingkatkan agar tercipta semangat gotongroyong, disisi lain perlu 
adanya pengawasan yang baik terhadap implementasi program serta serta pekerja 
yang terlibat dalam pengerjaan rumah bagi masyarakat kurag mampu agar tidak 
mengganggu pelaksanaan Program Pembangunan Rumah layak huni bagi 
masyarakat  kurang mampu di Desa Lelang Kabupaten Maluku 
Barat Daya di tahun-tahun berikutnya. 

Kata Kunci : Evaluasi, masyarakat miskin, perumahan, permukiman  
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ABSTRACT 
 
 
Efforts made in overcoming the problems of the poor are the fulfillment of the 
basic rights of the population such as the fulfillment of food, health services, 
education services, employment and business, clean water and sanitation as well 
as the fulfillment of housing rights. Housing is one of the most difficult needs for 
the poor in Indonesia. Development evaluation needs to be carried out in order to 
measure government performance at various levels in the field in accordance with 
the main tasks and functions. Evaluation aims to make plans and plans for short, 
medium and long term. The purpose of this study was to determine the evaluation 
of the construction of livable houses for the underprivileged in Lelang Village, 
Southwest Maluku Regency and also to know the supporting and inhibiting 
factors. The research method used is descriptive qualitative by using interview 
techniques, documentation and literature study. analyze how the evaluation of the 
housing development program for underprivileged communities in Lelang Village, 
Southwest Maluku Regency, Maluku Province uses evaluation theory (William 
Dunn in Subarsono 2011). 
The results of this study indicate that community satisfaction with the Decent 
Housing program for the underprivileged is seen from the effectiveness of 
Sufficiency, Equity, Responsiveness and Accuracy of the Program. Furthermore, 
the conclusion of this research is that the program has been running according to 
and on target, on the other hand the housing program for the poor is able to have 
a good impact on the Lelang village community, the involvement of various village 
government stakeholders has a very positive impact on the sustainability of the 
program, the accuracy of the program is felt by people who get programs that are 
underprivileged communities.  
Suggestions and inputs in this study are determining the priority scale of 
underprivileged families who receive assistance, the participation of village 
communities in the program needs to be increased in order to create a spirit of 
mutual cooperation, on the other hand it is necessary to have good supervision of 
program implementation as well as workers involved in house construction for 
poor people. able so as not to interfere with the implementation of the Housing 
Development Program for underprivileged communities in Lelang Village, 
Southwest Maluku Regency in the following years. 
 
Keywords: Evaluation, poor people, housing, settlement 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional 

bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman 

dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam 

alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan 

nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan 

umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan 

ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan 

diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu 

diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai 

penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan 

tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak 

mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri 

oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat 

agregat- nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa-kalurahan, 

kecamatan, kabupaten- kota, propinsi sampai nasional; dan tingkat global-

internasional pembangunan antarnegara bangsa. Sesungguhnya Pancasila dan 

UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah 

merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan 

sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang 

demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. 
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Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada 

suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, 

kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, 

serta selanjutnya  dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. 

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh 

pemerintah yang perununtukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian 

kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya 

dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai 

cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan 

Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang 

dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya 

pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan 

pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional ( S.P. Siagian 2005). 

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu 

bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui 

pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern (S.P. 

Siagian : 2012). Dari defenisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu Negara yang 

akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan 

pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut 

karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative 

dan tidak akan pernah tercapai secara absolute. Pembangunan dapat diartikan 

sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh 
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Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi mampu mengurangi pengangguran ataupun kemiskinan yang ada 

(Rustam 2010). Selain pertumbuhan ekonomi salah satu aspek yang digunakan 

untuk melihat kinerja pembangunan ekonomi adalah seberapa besar efektifitas 

penggunaan sumber daya yang tersedia (Yacoub 2012). 

Kemiskinan sendiri pada negara berkembang merupakan masalah yang 

cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan 

pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika et al. 2016). 

Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari 

tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal  pada negara/daerah tersebut 

(Christianto, 2013). Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang 

dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian. Pratama ( 

2014) mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah 

berumur 57 tahun, masih mengalami masalah kemiskinana sebesar 24% jika 

angka kemiskinan di bawah 1$US dari 240 juta jiwa. Namun, jika angka 

kemiskinan menggunakan standart hidup dibawah 2$ maka angka kemiskinan 

tersebut melonjak menjadi 35%. Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini 

dirasmasih kurang efektif dalam menangani masalah kemiskinan yang ada. Hal 

tersebut terlihat dalam laporan BPS pada bulan september 2016 bahwa presentase 

penduduk miskin perkotaan turun dari 7,79% menjadi 7,73% sementara pada 

daerah perdesaan turun dari 14,11% menjadi 13,96%. Namun meskipun demikian 

jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 0.15 juta orang. Selain itu masih 

adanya provinsi yang memiliki presentase kemiskinan diatas presentase nasional. 
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Hal tersebut menandakan bahwa masih adanya angka kemiskinan yang tinggi 

yang terjadi pada daerah provinsi yang ada di Indonesia. Masih adanya tingkat 

kemiskinan yang terjadi pada daerah Indonesia, maka dari itu penulis ingin 

meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia dengan 

studi pada 33 provinsi kurun waktu 2011- 2015. 

Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 

10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat 

kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih 

tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. 

Gambar 1.1 Jumlah Orang Miskin di Indonesia 2014-2021 (Juta Orang) 
 

Sumber : BPS 2021 
 

Jika dilihat berdasarkan jumlah orang miskin, sejak September 2019 

(kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia), jumlah orang miskin 

meningkat sebesar 1,12 juta individu dengan peningkatan terbesar terjadi di 

wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan perdesaan sebesar 120 ribu orang. 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html
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Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Nasional 20214-2021 (% Populasi) 
 

Sumber : BPS 2021 
 

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan penduduk 

miskin adalah pemenuhan hak dasar penduduk seperti pemenuhan atas pangan, 

layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, air bersih, dan 

sanitasi serta hak pemenuhan atas perumahan. Perumahan merupakan salah satu 

kebutuhan yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin di Indonesia. 

Diperkirakan sekitar 4,5 juta unit besarnya ketersediaan rumah yang layak huni 

disamping meluasnya kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk merupakan 

permasalahan perumahan yang dihadapi oleh Indonesia. Dalam konteks strategi 

penanggulangan kemiskinan, kemiskinan tidak berhenti hanya dalam ukuran 

pendapatan semata, akan tetapi juga terkait dengan pemenuhan hak sosial, budaya 

dan politik. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau 

sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya 

secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 

Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang 

mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan 
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mempunyai hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. 

Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebagai ketidak mampuan ekonomi, tetapi 

juga kegagalan pemenuhan hak hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang 

atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalami kehidupan 

secara  bermartabat (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005). 

Berkurangnya jumlah penduduk miskin dapat mencerminkan bahwa 

pendapatan penduduk meningkat, dan sebaliknya jika penduduk miskin bertambah 

maka memberikan indikasi bahwa pendapatan penduduk menurun. Tercatat 

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 sebesar 

21,37 ribu jiwa penduduk atau sekitar 29,15 persen dari total penduduk. Dari segi 

jumlah, Kabupaten Maluku Barat Daya menempati urutan ketiga kabupaten/kota 

di Provinsi Maluku dengan jumlah penduduk miskin tersedikit. 

Jika dicermati dalam periode 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2016, 

angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami tren menurun 

dari segi jumlah, Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sekitar 22,53 ribu jiwa 

penduduk, kemudian pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 

sekitar 21,94 ribu jiwa penduduk. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin 

sedikit meningkat menjadi sekitar 21,98 ribu  jiwa penduduk, lalu menurun lagi 

menjadi sekitar 21,49 ribu jiwa penduduk pada tahun 2019. Terakhir pada tahun 

2020, jumah penduduk miskin di Kabupaten Maluku Barat Daya menurun lagi 

menjadi sekitar 21,37 ribu jiwa penduduk. Namun dari segi persentase, Kabupaten 

Maluku Barat Daya merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin 

tertinggi di Provinsi Maluku. 

Berbagai upaya telah diupayakan dilakukan pemerintah untuk memenuhi 
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kebutuhan perumahan bagi keluarga miskin. Keluarnya Kepmen Kimpraswil No 

403/KPTS/M/2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat 

dan Kepmen Kimpraswil No 24 /KPTS/M/2003 tentang pengadaan rumah sehat 

sederhana dengan fasilitas subsidi perumahan merupakan beberapa upaya yang 

dilakukan pemerintah dalam memperluas akses layanan perumahan dan 

permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Pendekatan yang 

dilakukan adalah dengan pendekatan tridaya yaitu pendayagunaan lingkungan, 

pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga pendekatan ini 

diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan kapasitasnya untuk 

memperbaiki secara mandiri kondisi perumahan dan permukiman mereka. 

Perumahan dan permukiman merupakan satu kesatuan yang saling 

berkaitan yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan manusia karena didalamnya mengandung aspek pembelajaran 

nilai-nilai peningkatan mutu kehidupan manusia. Dengan terpenuhinya salah satu 

kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni diharapkan tercapai ketahanan 

didalam suatu keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Pemda), dijelaskan dan diamanatkan bahwa perumahan 

merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintahan Kota/Kabupaten. Oleh sebab itu, perumahan dan permukiman 

masyarakat juga menjadi objek penting yang turut serta dikembangkan 

kebijakannya oleh pemerintah di Indonesia untuk menanggulangi permasalahan-

permasalahan yang ada di daerah. Untuk mendukung program penyediaan 

perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan (masyarakat kurang mampu), 

pemerintahan pusat telah mengatur terkait pelaksanaan penyediaan perumahan 
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layak huni yang tertuang didalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 

Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana 

Lingkungan. Regulasi ini memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk 

memperbaiki dan membantu masyarakat di daerah setempat untuk memberikan 

bantuan bangunan perumahan. Kabupaten Mesuji merupakan salah satu daerah 

yang saat ini menjalankan program bantuan pembangunan rumah layak huni. 

Masyarakat setempat yang sebagian  besar bemata pencaharian sebagai petani, 

industri rumahan, ataupun nelayan bagi masyarakat yang tinggal di daerah 

perairan belum menunjukan eksistensinya dalam memajukan pembangunan. 

Pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada tiga 

permasalahan pokok yaitu: a). Keterbatasan penyediaan rumah b). Peningkatan 

jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak 

didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai c). 

Permukiman kumuh yang semakin meluas Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu 

kebijakan, strategi dan program yang komperhensif dan terpadu sehingga selain 

mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan 

perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, 

kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk 

mencapai tujuan. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu 

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau 

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
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Daerah. 

Kebijakan perumahan dan permukiman dalam Rencana Strategis 

Pembangunan Perumahan adalah sebagai berikut: 

1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim 

yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat 

Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman. 

2) Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang 

didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian 

bermukim bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. 

3)  Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman 

bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM). 

4) Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan perumahan 

dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil 

penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan 

kearifan lokal. 

5) Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku 

kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan 

permukiman. Kebijakan nasional tersebut kemudian dijabarkan ke 

dalam srategistrategi yang kemudian diimplementasikan di seluruh 

wilayah Indonesia 

Upaya pemerintah untuk mensejahtekan masyarakat mulai dari level 

pemerintah pusat dengan berbagai program dan kegiatan, pemerintah provinisi 
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dengan berbagai  program dan kegiatan, dan rujuka pemerintah kabaupaten/kota. 

Upaya tersebut mendorong pemerintah desa untuk membuat program dan kegiatan 

yang berhubungan erat dengan pengentasan kemiskinan dan kaitannya dengan 

masyarakat perdesaan yang ada di Indonesia. Pemerintah desa dengan 

diberikannya kewenangan untuk membangun desa telah membuktikan bahwa 

pemerintah pusat dan provisi serta pemerintah kabupaten/kota sangat antusias dan 

percaya kepada masyarakat desa dalam menjalankan berbagai tugas dan 

tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program dan 

kegiatan. 

Menjadi komitmen berbagai kepala daerah baik Bupati/Walikota maupun 

Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk mensejahterakan rakyat lewat berbagai 

program dan kegiatan unggulandalm ranggka untuk menykseskan visi dan misi 

Kepala Derah, terlebih khusus dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Program 

pengentasan kemiskinan menjadi program utama dan selalu mendapatkan 

perhatian yang sangat besar dari Kepala Daerah, selain itu juga program bantuan 

rumah layak huni bagi masyarakat yang tergolong miskin menjadi prioritas. 

Program perumahan dan permukiman bagi masyarakat kategori miskin/kurang 

mampu adalah salah satu program yang di gagas dan di laksanakan oleh kepala 

daerah Maluku Barat Daya memanfaatkan berbagai anggaran baik dari pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berbagai cara dilakukan agar 

program bantuan rumah bagi masyarakat miskin bisa terlaksana salah satunya 

adalah menggunakan dana desa atau anggaran dana desa, beberapa desa di 

Kabupaten Maluku Barat Daya telah melaksanakaan program bantuan 

perumahan/hunian salah satunya adalah desa Lelang. 
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Dari berbagai program yang telah di laksanakan terdapat beberapa 

permsalahan yang muncul diantaranta; masyarakat yang selayaknya bantuan 

rumah di peruntukan untuk orang kurang mampu tidak tepat sasaran, ada beberapa 

masyarakat yang secara ekonomi mampu namun dalam program mereka 

mendapatkan bantuan perumahan. Disisi lain, pihak desa belum secara maksimal 

mengunakan tenaga lokal untuk melasanakan pembangunan rumah, proyek 

pembagunan perumahan dan permukiman tidak melibatkan masyarakat sampai 

dengan pelaksanaan proye selesai. 

Desa Lelang adalah salah satu desa di Kecamatan Mdona Hiera Kabupaten 

Maluku Barat Daya, Desa Lelalang adalah salah satu desa yang melaksanakan 

program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat desa yang kurang 

mampu secara ekonomi dan keterbatasan. Regulasi yang menjadi acuan program 

pembagunan rumah layak huni bagi masyarakat desa Lelang tertuang dalam 

Keputusan Kepala Desa Lelang Nomor 19 Tahun 2018 tentang penetapan 

penerima bantuan sarana dan prasaranan masyarakat Desa. Adapun jumlah 

keluaraga sasaran penerima program rumah layak huni di Desa Lelang sejak tahun 

2018-2021 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Penerima Program Rumah Layak Huni Desa 
Lelang Tahun 2018-2021 

 

 
No Tahun Jumlah Keluarga 

Penerima Program 

Jumlah 

Rumah 

1 2018 6 6 

2 2019 9 9 

3 2020 5 5 

4 2021 5 5 
 Jumlah 25 25 

Sumber : Data yang di olah 2021 
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Tahun 2018 setelah Keputusan Kepala Desa Lelang Nomor 19 Tahun 2018 

tentang penetapan penerima bantuan sarana dan prasaranan masyarakat Desa, 

penerima bantuan sarana prasarana desa dalam bentuk rumah layak huni 

berjumlah 6 kepala keluarga. Dibandinkan dengan Tahun 2019 mengalami 

kenaikan jumlah penerima bantuan dan juga rumah sebanyak 9 kepala keluaga 

dan 9 rumah. Sedangkan dalam rentan waktu Tahun 2020 terdapat penurunan 

penerima bantuan dan rumah yaitu sebanyak 5 kepala keluarga dan 5 rumah, hal 

yang sama terjadi pada Tahun 2021 dengan jumlah keluarga penerima bantuan 

adalah 5 keluarga dan 5 rumah. Penurunan penerima manfaat program dalam 

rentan waktu Tahun 2020-221 karena faktor pemotongan anggaran desa dan dana 

desa disebabkan pandemi covid-19 yang terjadi. 

Namun berdasarkan data dan informasi yang di peroleh, muncul beberapa 

permasalahan yang perlu di teliti lebih jauh dinataranya, kecemburuan sosial 

antara marga dan keluarga yang lain karena tidak mendapatkan program rumah 

layak huni oleh pemerintah Desa disisi lain banyak keluarga yang kurang mampu 

juga tidak menerima bantuan rumah layak huni. Permasalahan lain muncul ketika 

masyarakat desa menganggap memerintah desa kurang transparan dalam 

mengelola program rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Desa 

Lelang. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan meneliti terkait 

dengan Evaluasi program pembagunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang 

mampu di desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku. 
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1.2  Rumusan Masalah 
 
         Rumusan Masalah yang akan di teliti adalah : 
 

a. Bagaimana Evaluasi program pembagunan rumah layak huni bagi 

masyarakat kurang mampu di desa Lelang Kabupaten Maluku Barat 

Daya Provinsi Maluku.? 

b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Evaluasi program 

pembagunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di 

desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.? 

1.3    Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
 

 Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut 

 
1. Tujuan dari penelitain ini adalah akan memberikan jawaban dari 

rumusan masalah diatas yaitu : 

 
a. Untuk mengetahui Evaluasi program pembagunan rumah 

layak huni bagi masyarakat kurang mampu di desa Lelang 

Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi 

Maluku. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung 

Evaluasi program pembagunan rumah layak huni bagi 

masyarakat kurang mampu di desa Lelang Kabupaten 

Maluku Barat Daya Provinsi Maluku. 

 
2. Manfaat 

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

baik secara lansung maupun tidak lasung, diantaranya adalah : 
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a. Manfaat Praktis 
 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat sebagai berikut: dapat dijadikan sebagai kontribusi 

terhadap pemecahan permasalahan yang terkait dengan 

Evaluasi program pembagunan rumah layak huni bagi 

masyarakat kurang mampu di desa Lelang Kabupaten Maluku 

Barat Daya Provinsi Maluku Sebagai masukan bagi para 

penulis maupun dalam faktor 13ure perpustakaan yang 

berkaitan dengan masalah-masalah evaluasi bantuan program 

permahan dan permukiman. 

b. Manfaat akademik 
 

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata-1 di 

Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Negara 

Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Sebagai reverensi 

penilitian-penilitian yang akan faktor yang berhubungan 

dengan judul penelitian dimaksud. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian Terdahulu dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk 

memudahkan Anda membuat penelitian secara keseluruhan. Manfaat 

digunakannya penelitian terdahulu dalam penelitian adalah: 

c. Mengetahui bangunan keilmuan terkait permasalahan yang diteliti, yang 

telah dibuat oleh orang lain atau peneliti lainnya. 

d. Menggambarkan secara jelas perbedaan penelitian yang akan Anda 

lakukan dengan penelitian lain yang telah ada sebelumnya, ini memiliki 

kemiripan sehingga terhindar dari plagiarism atau penjiplakan. 

e. Memperkuat atau mendukung kekuatan penelitian yang dilakukan 

dengan adanya referensi ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini. 

Dalam setiap penelitian perlu adanya dasar atau acuan yang berupa teori-teori 

atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya (Sugiono 2012). Salah 

satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat 

memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan 

yaitu dari penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis Penelitian ini dilakukan tidak 

terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai 
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tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan 

penulis dalam menentukan langkah- langkah yang sistematis untuk penyusunan 

penelitian dari segi teori maupun konsep. Adapun hasil-hasil penelitian yang 

dijadikan perbandingan tidak terlepas dari faktor penelitian-penelitian yaitu 

mengenai : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
 

No Nama (Tahun) Judul Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

1 Maya 
Rosalina 
(2013) 

Kinerja Pemerintah 
Desa   dalam 
Pembangunan 
Infrastruktur di Desa 
Kuala  Lapang  dan 
Desa    Taras 
Kecamatan Malinau 
Barat  Kabupaten 
Malinau 

Untuk mengetahui 
Kinerja Pemerintah 
Desa  dalam 
Pembangunan 
Infrastruktur. 

 
Kinerja Pemerintahan 
Desa  dalam 
Pembangunan 
Infrastruktur  di   Desa 
Kuala Lapang dan Desa 
Taras  Kecamatan 
Malinau      Barat 
Kabupaten   Malinau 
cukup baik   dengan 
mengedepankan 
aspirasi dan partisipasi 
masyarakat 

2 
 

Kasmiah 
(2014) 

Peranan Pemerintah 
Desa   untuk 
Meningkatkan 
Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Pembangunan (Studi 
Kasus di   Desa 
Mantang   Besar 
Kecamatan Mantang 
Kabupaten Bintan) 

 
a. Untuk mengetahui 

peran Pemerintah 
Desa   dalam 
meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat  dalam 
pembangunan  di 
Desa  Mantang 
Besar. 

b. Untuk mengetahui 
bentuk partisipasi 
masyarakat dalam 
pembangunan. 

c. Untuk  mengetahui 
15actor-faktor 
penghambat   yang 
terjadi pada  peran 
Pemerintah    Desa 
dalam meningkatkan 
partisipasi 

 
Peran pemerintah desa 
untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat 
dalam  pembangunan 
di Desa Mantang 
Besar sudah baik. 
Bentuk partisipasi 
masyarakat       berupa 
partisipasi dalam 
musrenbang dan 
partisipasi fisik dalam 
pelaksanaan 
pembangunan. 
Faktor 
penghambatnya 
adalah dari  tingkat 
kesadaran masyarakat 
akan  manfaat 
pembangunan    yang 
masih   minim. 
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masyarakat  dalam 
pembangunan    di 
Desa   Mantang 
Besar. 

Sedangkan 
pendukungnya berasal 
dari Pemerintah Desa 
yang    selalu 
melibatkan 
masyarakat dalam 
pembuatan kebijakan. 
Relevansi faktor 

3 
 

Muhammad 
Amin 

Cakrawijaya, 
Bambang 

Riyanto dan 
Nuroji 

(2014) 

Evaluasi Program 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Perdesaan di Desa 
Wonokerto 
Kecamatan Turi 
Kabupaten Sleman 

a. Mengkaji 
    hubungan antara 

program 
pembangunan 
infrastruktur 
perdesaan dengan 
neraca ekonomi 
sumberdaya lahan di 
Desa Wonokerto, 

b. Mengkaji hubungan 
antara program 
pembangunan 
infrastruktur 
perdesaan dengan 
peningkatan 
pendapatan 
masyarakat Di Desa 
Wonokerto, serta 
Mengkaji hubungan 
antara program 
pembangunan 
infrastruktur 
perdesaan dengan 
diversifikasi ekonomi 
di Desa Wonokerto 

Program Pembangunan 
Infrastruktur Perdesaan 
perlu mengembangkan 
program-program 
strategis yang dapat 
meningkatkan 
perekonomian 
perdesaan. 

Mengingat    bentuk 
program  PPIP     yang 
partisipatif   dengan 
model open    menu, 
perlu pendampingan dan 
pembelajaran 
masyarakat     dalam 
memilih   prioritas 
investasi  infrastruktur. 
yang strategis dari sisi 
ekonomi,       yang 
berdasarkan atas 
kebutuhan masyarakat 
melalui fasilitator yang 
kompeten. 

 

Perlu dilakukan 
penelitian lanjutan, 
untuk melihat fenomena 
pelaksanaan PPIP di Desa 
lain sebagai pembanding 
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4 
Sugiran 

2015 Evaluasi Program 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Pedesaan  (Ppip) 
Desa Sido Makmur 
Kecamatan  Kuala 
Kabupaten Langkat 

a.   Untuk mengetahui 
program pembangunan 
infrastruktur pedesaan 
(PPIP) dalam bidang 
pembangunan jalan
 jalan dan kantor 
pemerintahan desa. 

b. Untuk  mengetahui 
capaian dari program 
pembangunan 
infrastruktur pedesaan 
(PPIP) desa Sido 
Makmur Untuk 
mengetahui kendala-
kendala dalam 
pencapaian program 
pembangunan 
infrastruktur pedesaan 
(PPIP) desa Sido 
Makmur 

Infrastruktur sebagai 
pendukung utama sistem 
sosial dan sistem 
ekonomi dilaksanakan 
dalam konteks 
keterpaduan  dan 
menyeluruh. 
Infrastruktur yang 
merupakan fasilitas yang 
dikembangkan untuk 
fungsi-fungsi 
pemerintahan dalam hal 
pelayanan publik tidak 
dapat berfungsi sendiri- 
sendiri dan terpisah. 
Keterpaduan tersebut 
menentukan nilai 
optimasi pelayanan 
infrastruktur itu sendiri. 
Ketersedian infrastruktur 
di desaakan sangat 
membantu dalam upaya 
pembangunan  desa, 
dengan demikian maka 
menjadi penting terlebih 
dahulu menyediakan 
infrastruktur yang 
memadai di 
pedesaan sebelum 
melangkap pada 
berbagai program 
pembangunan 
selanjutnya. 

Sumber : Data yang di olah 2021 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdapat pada tabel 2.1 

adalah penelitia ini lebih fokus pada evaluasi program rumah layak huni bagi 

masyarakat tidak mamapu di Desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya, 

sedangkan masing-masing penelitian terdahulu diantaranya ; a). membahas 

tentang kinerja pemerintah desa dalam pembagunan infrastruktur ; b). Peran 

pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas dan pasrtisipasi masyarakat; c). 

Evaluasi infrastruktur pedesaan dan jurnal lebihn khsus tentang evaluasi 
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program pembagunan. 

2.2      Landasan Teori 

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik 
 

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu 

mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris 

sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, 

prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana 

terdapat hambatan- hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan 

terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu yang didefinisikan oleh Carl J Federick sebagaimana dikutip juga 

oleh Leo Agustino (2008). Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan 

melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan 

merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun 

kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan  daripada  apa  

yang  diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah . 

Mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang 

pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami 

istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008) memberikan beberapa pedoman 

sebagai berikut : 
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a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 
 
b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari 

administrasi 

c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 
 
d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 
 
e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 
 
f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu 

baik eksplisit maupun implisit 

g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung 

sepanjang waktu 

h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi 

dan yang bersifat intra organisasi 

i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci 

lembaga-lembaga pemerintah 

j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 

 
Istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada 

“kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau 

mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya 

jika  kita  mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan 

deregulasi Menurut Budi Winarno (2007). Namun baik Solihin Abdul Wahab 

maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering 

dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, 

undang-undang, ketentuan- ketentuan, standar, proposal dan grand design 

(Suharno 2009). 
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Kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan Irfan Islamy 

sebagaimana dikutip Suandi (2010). Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang 

berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian 

kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, 

sedangkan kebijakan mencakup aturan- aturan yang ada didalamnya. James E 

Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009) mengungkapkan bahwa kebijakan 

adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in 

dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang 

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku 

atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). 

Anderson menawarkan konsep kebijakan dan menurut Budi Winarno 

(2007) memusatkan lebih tepat perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan 

bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga pula 

membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) 

yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. 

Richard Rose juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami 

sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta 

konsekuensi- konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai 

keputusan yang berdiri sendiri dikutip oleh Budi Winarno (2007). Pendapat kedua 

ahli tersebut setidaknya  dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah 

kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan 

dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan 

untuk melakukan sesuatu. 
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Adapun berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat 

 
disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang 

sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu  kelompok atau 

pemerintah yang  di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan 

diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. 

2.2.2   Pengertian Kebijakan Publik 
 

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan 

sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat 

nasional, regional maupun lokal seperti undang- undang, peraturan pemerintah, 

peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, 

keputusan  gubernur,  peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan 

bupati/walikota. 

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata 

banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton 

memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of 

values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai- nilai secara paksa 

kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan 

kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau 

sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-  nilai dalam praktek-praktek yang 

terarah. 

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-

kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus 
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dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. 

Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert 

Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai 

“hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.  Banyak  

pihak  beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, 

karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. 

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik,  yaitu:1) 

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena 

maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) 

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas 

yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll 

sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik 

ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, 

baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. 

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai “ is whatever government chooseto do or not to do” ( 

apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). 

Definisi ini  menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan 

“tindakan” dan bukan  merupakan  pernyataan  keinginan  pemerintah  atau  

pejabat  publik  semata.  Disamping  itu   pilihan   pemerintah   untuk   tidak   

melakukan   sesuatu   juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai 

pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan 
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sesuatu. 

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai 

tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah 

publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan 

(2003) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang 

strategis terhadap sumberdaya- sumberdaya yang ada untuk memecahkan 

masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan 

publik merupakan suatu bentuk intervensi  yang  dilakukan  secara  terus-menerus   

oleh   pemerintah   demi  kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam 

masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan 

secara luas. 

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009) memberikan 

definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of values for the 

whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam 

sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada 

masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini 

disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political 

system” yaitu para penguasa dalam sistem politik  yang terlibat dalam urusan 

sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu maslaha 

tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di 

kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat 

selama waktu tertentu. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh  pemerintah  yang berorientasi  pada tujuan  tertentu guna memecahkan 

masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk 

melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan- ketentuan atau peraturan 

perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang 

mengikat dan memaksa. 

2.2.3   Urgensi Kebijakan Publik 
 

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud 

untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai 

sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik 

menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab ( Suharno: 

2010) sebagai berikut: 

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan 
publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan- kekuatan yang berasal 
dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat 
berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap 
kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari 
berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak 
kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan 
(direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.” 

 
Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno  (2010)  dengan  

mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan  beberapa 

alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu: 

a. Alasan Ilmiah 
 

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh 

pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses 

perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi 



26 
 

 

masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai 

variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel 

independen (independent variable). Kebijakan dipandang 

sebagaivariabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-

faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi 

kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan piblik. Kebijakan 

dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju 

pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan 

yang berpengaruh terhadapo kebijakan publik. 

b. Alasan professional 
 

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk 

menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna 

memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. 

c. Alasan Politik 
 

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar 

pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai 

tujuan yang tepat pula. 

 
2.2.4    Tahapan Kebijakan Publik 
 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh 

karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan 

publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa 

tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam 

mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi 
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tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik 

menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007) adalah 

sebagai berikut : 

a) Tahap penyusunan agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik. Sebelumnya  masalah  ini  berkompetisi  terlebih  

dahulu  untuk  dapat  masuk  dalam  agenda  kebijakan.  Pada 

akhirnya, 

beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus 

kabijakan.Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama 

sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus 

pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda 

untuk waktu yang lama. 

b) Tahap formulasi kebijakan 

 
Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan 

untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan 

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan 

(policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan 

kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih 

sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam 

tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk 

mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

c) Tahap adopsi kebijakan 
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Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus 

antara direktur lembaga atau putusan peradilan. 

d) Tahap implementasi kebijakan 
 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika 

program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh 

badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat 

bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit 

administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan 

manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan 

saling bersaing. Beberapa implementasi  kebijakan  mendapat 

dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain 

munkin akan ditentang oleh para pelaksana. 

e) Tahap evaluasi kebijakan 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk 

meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang 

dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau 

kriteria-kriteria yamh menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan 

publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan 

yang diinginkan atau belum. 
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2.2.5   Pengertian Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang 

yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu 

dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya, Menurut 

kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Evaluasi adalah suatu proses penelitian 

positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan). 

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, 

memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar 

jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat 

kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan 

kesempatan demi keberhasilan program. Perbaikan atau penyempurnaan di masa 

mendatang atas suatu program.Dengan demikian misi dari evaluasi. 

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara 

objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil 

evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan 

dilakukan di depan  (Yusuf, 2000). Dalam hal ini Yunus menitikberatkan kajian 

evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi 

atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial 

manajemen lainnya, yaitu perencanaan. 

Selain itu menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang 

untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi 24 Kriteria, teknik 
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pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi (Jones, 1994). Dan Weiss 

(dalam Jones, 1994) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kata 24 kriteri yang 

meliputi segala macam pertimbangan, penggunaan kata tersebut dalam arti umum 

adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seseorang meneliti atau 

mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang eksplisit dan 24riteria. 

Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, 

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang 

dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang. 

Selanjutnya, James Anderson dalam Winarno (2008) membagi evaluasi 

kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini 

didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut: 

:Tipe Pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.  Bila  

evaluasi  kebijakan  dipahami  sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan   

dipandang    sebagai    kegiatan    yang sama pentingnya dengan kebijakan itu 

sendiri. Tipe Kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada 

bekerjanya kebijakan atau program-program  tertentu.  Tipe  evaluasi ini lebih 

membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan 

program. Sedangkan Tipe Ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe 

kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan 

untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-

tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. 
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Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus 

diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2002)  setidaknya   

ada   lima  dimensi  yang  harus  dibahas  dalam  meperhitungkan  dampak  dari  

sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi : (a) dampak kebijakan pada 

masalah-  masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat; 

(b) kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau 

kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan; (c) kebijakan mungkin 

akan mempunyai dampak pada keadaan- keadaan sekarang dan yang akan datang; 

(d) evaluasi juga menyangkut  unsur  yang lain yakni biaya langsung yang 

dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik; dan (e) biaya-

biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat akibat adanya kebijakan 

publik. 

Ada tiga hal Kebijakan-kebijakan Evaluasi yang harus diperhatikan 

sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada 

dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, 

diantaranya yaitu : (i) evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi 

yang valid tentang kinerja  kebijakan.  Evaluasi dalam hal ini  berfungsi untuk  

menilai  aspek  instrumen  (cara  pelaksanaan)  kebijakan  dan menilai hasil dari 

penggunaan instrumen tersebut; (ii) evaluasi kebijakan berusaha  untuk menilai 

kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini  evaluasi 

kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar 

asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi  adalah  

tujuan  tercapai  tapi  masalah tidak terselesaikan; dan (iii) evaluasi kebijakan 
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berusaha untuk  memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan  lain  terutama  dari  

segi  metodologi.  Artinya,  evaluasi kebijakan  diupayakan  untuk  menghasilkan  

rekomendasi  dari  penilaian- penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang 

dievaluasi. 

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam 

Agustino (2008), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau 

manfaat- manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi 

penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan 

pada tujuan dan sasaran  bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya 

secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan 

memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus 

memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. 

Selanjutnya, menurut Samudra dalam Nugroho (2003), evaluasi kebijakan publik 

memiliki empat fungsi, yaitu: (i) eksplanasi, melalui evaluasi  dapat dipotret 

realitas pelaksanaan program dan dapat  dibuat  suatu generalisasi tentang  pola- 

pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.  Dari  evaluasi  ini  

evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung 

keberhasilan atau kegagalan program; (ii) kepatuhan, melalui evaluasi dapat 

diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi 

maupun pelaku lainya sesuai dengan  standar   dan   prosedur   yang   ditetapkan   

oleh kebijakan; (iii)  audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-

benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran 

atau penyimpangan; dan (iv) akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat 

sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. Selanjutnya, William Dunn (dalmHouse, 
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1978), mengemukakanbeberapa Model Evaluasi Kebijakan Publik yang terdiri 

dari : 

1. The Adversary Model 
 

Para evaluator dikelompokkan menjadi dua, yang pertama bertugas 

menyajikan hasil evaluasi program yang positif, hasil dampak 

kebijakan yang efektif dan baik, tim kedua berperan untuk 

menemukan hasil evaluasi program negatif, tidak efektif, gagal dan 

yang tidak tepat sasaran. Kedua kelompok ini dimaksudkan untuk 

menjamin adanya netralitas serta obyektivitas proses evaluasi. 

Temuannya kemudian dinilai sebagai hasil evaluasi. 

Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi data yang 

dihimpun. 

2. The Transaction Model 
 

Model ini memperhatikan penggunaan metode studi kasus, bersifat 

naturalistik dan terdiri dua  jenis,  yaitu:  evaluasi  responsif  yang  

dilakukan  melalui  kegiatan  –  kegiatan  secara informal, berulang-

ulang agar program yang telah direncanakan dapat digambarkan 

dengan akurat; dan  evaluasi iluminatif(illuminative evaluation) 

bertujuan untuk  mengkaji  program inovatif dalam rangka 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu 

program atau kebijakan. Jadi evaluasi model ini akan berusaha 

mengungkapkan  serta mendokumenter pihak-pihak yang 

berpartisipasi dalam program. 
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3. Good Free Model 
 

Model evaluasi ini ber tujuan untuk mencari dampak aktual dari 

suatu kebijakan, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan 

dampak yang diharapkan sesuai dengan ditetapkan dalam program. 

Dalam upaya mencari dampak aktual, evaluator tidak perlu mengkaji 

secara luas dan mendalam tentang tujuan dari program yang 

direncanakan. Sehingga evaluator (peneliti) dalam posisi yang bebas 

menilai dan ada obyektivitas. 

 
2.2.6   Pendekatan Evaluasi 
 

Evaluasi, sebagaimana dijelaskan di atas, mempunyai dua aspek yang 

saling berhubungan: penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil 

kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan 

kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok atau masyarakat secara 

keseluruhan. Perhatikan bahwa kedua aspek yang saling berhubungan ini 

menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan 

evaluatif. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam 

analisis kebijakan pada dasarnya bersifat non-evaluatif yaitu aktivitas-aktivitas 

tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan designatif (faktual) 

ketimbang tuntutan evaluatif.  Mengingat  kurang  jelasnya  arti  evaluasi  di  

dalam  analisis  kebijakan, menjadi sangat penting untuk membedakan beberapa 

pendekatan dalam evaluasi kebijakan : (i) evaluasi semu, (ii) evaluasi formal, dan 

(iii) evaluasi teoritis keputusan. 
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d. Evaluasi Semu 

 
Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang 

menggunakan metode- metode deskriptif untuk menghasilkan 

informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, 

tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari 

hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat 

secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa 

ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat 

terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial. Dalam 

evaluasi-semu analisis secara khusus menerapkan bermacam- 

macam metode (rancangan eksperimental-semu, kuisioner, random 

sampling, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan 

sebagai produk dari variabel masukan dan proses. Namun setiap 

hasil kebijakan yang ada (misalnya, jumlah lulusan pelatihan yang 

diperkerjakan, unit-unit pelayanan medis yang diberikan, 

keuntungan pendapatan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja 

sebagai tujuan yang tepat. Bentuk-bentuk utama dari evaluasi semu 

mencakup berbagai pendekatan untuk pemantauan : eksperimentasi 

sosial, akutansi sistem sosial, pemeriksanaan sosial, dan sistesis 

penelitian dan praktik. 

e. Evaluasi Formal 
 

Evaluasi Formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang 

menggunakan  metode deskriptif untuk menghasilkan informasi 

yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi 
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mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan 

yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan 

administrator  program.  Asumsi  utama dari evaluasi  formal  adalah  

bahwa tujuan  dan target diumumkan secara formal adalah 

merupakan ukuran  yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan 

program. Dalam evaluasi formal analisis menggunakan berbagai 

macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu 

dan tujuannya adalah identik : untuk menghasilkan informasi yang 

valid dan dapat dipercaya mengenai 

variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari 

masukan dan proses kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya 

adalah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang 

dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat 

kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasikan, 

mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. 

Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal 

tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria 

evaluatif yang paling sering digunakanadalah efektifitas dan 

efisiensi. Salah satu tipe utama evaluasi formal adalah evaluasi 

sumatif yang meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan 

target formal setelah suatu kebijakan atau progam diterapkan untuk 

jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif diciptakan untuk menilai 

produk-produk kebijakan dan program publik yang stabil dan 

mantap. Sebaliknya, evaluasi formatif meliputi usaha-usaha untuk 
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secara terus menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target 

formal. Perbedaan antara evaluasi sumatif dan formatif tidak 

seharusnya dilebih-lebihkan meskipun demikian karena perbedaan 

utama dari karakteristik evaluasi formatif adalah jumlah titik waktu 

di mana hasil kebijakan dipantau. Karena itu, perbedaa antara 

evaluasi sumatif dan formatif adalah persoalan derajat. Evaluasi 

formal dapat bersifat sumatif dan formatif, tetapi mereka juga dapat 

meliputi kontrol langsung atau tidak langsung terhadap masukan 

kebijakan dan proses-proses. Dalam kasus pertama, evaluator dapat 

memanipulasi secara langsung tingkat pengeluaran, campuran 

program, atau karakteristik kelompok sasaran. Artinya evaluasi 

dapat mempunyai satu atau lebih karakteristik eksperimentasi sosial 

sebagai pendekatan terhadap pemantauan. Dalam kasus kontrol yang 

bersifat tidak langsung, masukan dan proses kebijakan tidak dapat  

secara  langsung  dimanipulasi.  Sebaliknya  masukan  dan  proses  

tersebut  harusdianalisis secara retrospektif berdasarkan pada aksi-

aksi yang telah dilakukan. Empat tipe evaluasi formal masing-

masing didasarkan pada orientasi yang berbeda terhadap proses 

kebijakan (sumatif lawan formatif) dan tipe kontrol terhadap aksi 

(langsung lawan tidak langsung). Dalam perkembangannya Evaluasi 

Formal memiliki sejumlah Variasi, yakni : (i) Evaluasi 

Perkembangan; (ii) evaluasi Proses Restropektif; (iii) Evaluasi 

Eksperimental; dan (iv) Evaluasi Hasil Restrospektif. 
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2.2.7   Jenis dan Fungsi Evaluasi Kebijakan 
 

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut waktu evaluasi, yaitu 

sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Secara 

spesifik Dunn (2003) mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi 

kebijakan, yang tujuan, asumsi, dan bentuk-bentuk utamanya.Sebagai 

pembanding, James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. (2000) mengelompokkan 

evaluasi implementasi kebijakan menjadi:  (i)  Evaluasi Proses, yaitu evaluasi 

yang berkenaan dengan proses implementasi; (ii) Evaluasi Dampak, yaitu evaluasi 

berkenaan dengan hasil dan / atau pengaruh dari implementasi kebijakan; (iii) 

Evaluasi Kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan 

yang dikehendaki, dan (iv) Evaluasi Meta-evaluasi yang berkenaan dengan 

evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan- 

kesamaan tertentu. 

Ada pula penilaian evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya, yaitu: (i) 

Evaluasi Komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dan 

hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempat 

yang sama atau berlainan;(ii) Evaluasi Historikal, yaitu membuat evaluasi 

kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut; 

(iii) Evaluasi Laboratorium atau Eksperimental, yaitu evaluasi namun 

menggunakan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis  laboratorium; dan (iv) 

Evaluasi Ad Hock, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu 

segera untuk mendapatkan gambar pada saat itu (snap shot).James Anderson 

membagi  evaluasi  (implementasi) kebijakan  publik menjadi  tiga tipe,  yaitu:  (i)  

Evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional; (ii) 
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Evaluasi yang memfokuskan  pada  bekerjanya  kebijakan;  dan  (iii)  Evaluasi  

kebijakan  sistematis   yang melihat secara objektif program-program kebijakan 

yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana 

tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai (dalam Winarno, 2002). 

Gambar 2.1 Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn 2003 
 
 

 

 
Howlet dan Ramesh (dalam William Dunn, 1995) menyatakan ada 3 

(tiga) macam Evaluasi Kebijakan, yaitu: (i) Evaluasi Administratif Yang 

berkenaan dengan evaluasi sisi administratif,anggaran, efisiensi, biaya dari proses 

kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaann dengan: (a) Effort Evaluation, 

yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan; (b) 

Performance Evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang 

dikembangkan oleh kebijakan; (c) Adequacy of Performance Evaluation atau 

Effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana 

yang sudah ditetapkan; (d) Efficiency Evaluation, yang menilai biaya program dan 

memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut; dan (e) Process 

Evaluation, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk 

melaksanakan program. (ii) 2. Evaluasi Judisialyaitu evaluasi yang berkenaan 



40 
 

 

dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk 

kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan 

administrasi negara, hingga hak asasi manusia; dan (iii) Evaluasi Politik, yaitu 

menilai sejauh mana penerimaan konstitusi politik terhadap kebijakan publik yang 

diimplementasikan. 

Dalam studi evalusi kebijakan, juga dikenal istilah evaluasi Implementasi 

kebijakan publik.Menurut Sofyan Effendi (2005), tujuan dari evaluasi 

implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-

indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu : 

(i) bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan 

dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel 

independen tertentu; 

(ii) faktor-faktor apa saja menyebabkan variasi itu, jawabannya berkenaan faktor 

kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan 

implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome dari implementasi 

kebijakan. 

Oleh William Dunn (1999), evaluasi kebijakan teridiri dari ; (i) Evaluasi 

Summatif, yakni evaluasi ebelum pelaksanaan; (ii) evaluasi pada waktu 

pelaksanaan biasanya disebut Evaluasi Proses; dan (iii) evaluasi setelah kebijakan 

yang juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau 

Evaluasi Impak/pengaruh (output) kebijakan.James P. Lester dan Joseph Steward 

Jr. (2000), mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan: (i) evaluasi yang 

berkenaan dengan proses implementasi; (ii) evaluasi impak atau evaluasi 
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berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; (iii) 

evaluasi kerjakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan 

yang dikehendaki, dan(iv) evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan untuk 

menemukan kesamaan-kesamaan tertentu. 

Ada pula pemilahan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasi kebijakan 

berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan, yakni :(i) evaluasi 

komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dari hasilnya) 

dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempat yang 

sama atau berlainan; (ii) evaluasi historilal, yaitu membuat evaluasi kebijakan 

berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut; (iii) 

evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu evaluasi namun menggunakan 

eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium; dan (iv) evaluasi ad 

hock, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu segera dengan 

tujuan untuk mendapatkan gambar pada saat itu (snap shot). 

James Andeson membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik 

menjadi tiga Tipe, yaitu : (i) evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai 

kegiatan fungsional; (ii) evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya 

kebijakan; dan (iii) evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara obyektif 

program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi 

masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai 

(dikutip Winarno, 2002). 

Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik, jenis evaluasi ini mendapat sedikit 

sekali perhatian, baik dari praktisi maupun akademisi evaluasi kebijakan publik. 
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Kenyataan ini harus diakui karena sesungguhnya, sekuat apa pun pengaruh 

lingkungan, ia merupakan faktor yang berada di luar kendali dari kebijakan 

publik. Karena itu, acapkali lingkungan 

“dikeluarkan” dari evaluasi kebijakan publik. Namun demikian 

perkembangan terkini membuktikan bahwa keberhasilan dan kegagalan 

kebijakan tidak lagi ditentukan oleh keandalan kebijakan dan implementasinya, 

namun dukungan lingkungan. Konteks “lingkungan” dikedepankan karena 

perubahan yang terjadi hari ini dan dimasa depan adalah perubahan dalam 

volume yang besar dan cepat. Kenyataan ini begitu mencemaskan karena tidak 

banyak melihat sebuah kebijakan ketika selesai dibuat, mendadak sudah menjadi 

usang karena perubahan. 

Dari berbagai-bagai ragam dan teknik evaluasi implementasi tersebut, 

pertanyaannya adalah mana yang hendak digunakan? Jawabannya juga tidak 

berbeda, tergantung kebutuhan evaluator. Keseluruhan model tersebut di atas 

mencerminkan ragam dari kebutuhan evaluator, baik yang digerakkan dari 

perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang, perbedaan tujuan, perbedaan 

keberadaan (pemerintah atau target), perbedaan waktu, dan lain-lain. Evaluasi 

kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok, tujuannya 

menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.yang 

bersangkutan harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana 

kebijakan, dan target kebijakan.Prosedur evaluasi harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara metodologi. 

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis 

kebijakan.Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang 
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valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh 

kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. 

Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan- tujuan tertentu 

(misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu.Kedua, evaluasi memberi 

sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 

pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan 

mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara 

sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang 

dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat menguji 

alternatif.sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk 

rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif). Ketiga, evaluasi memberi 

sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk 

perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya 

kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah 

kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu 

didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif 

kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif 

kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu  diganti dengan yang lain. 

Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi 

kebijakan, cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan 

prosedursehubungan dengan pencPapaian tujuan utama.Policy Makers cenderung 

memandang evaluasi dari segi kepentingan constituents, karena kekuasaan mereka 

tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka. Cara evaluasi kebijakan 

adalah melalui survei terhadap kepuasan rakyat Policy Implementors cenderung 
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memandang evaluasi dari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu ada 

kecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhi informasi  yang diberikan 

pada policy decision makers, caranya: (i) memilih data dan informasi yang 

mendukung kinerja; dan (ii) memobilisasi dukungan terhadap kebijakan. 

Selanjutnya Evaluasi Teknis yang dilakukan oleh pihak ketigayaitu oleh evaluator 

professional, lebih menekankan pada cara evaluasi yang secara metodologis dapat 

dipertanggung jawabkan (scientifically valid findings). Policy Makers atau 

Implementor akan menerima hasil evaluasi oleh profesional sebagai evaluator 

teknis, apabila dipenuhi persyaratan tertentu. Tujuan yang diinginkan oleh policy 

makers telah dipahami dengan benar oleh evaluator teknis. Pencapaian tujuan 

diukur dengan obyektif dan laporan evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan 

dengan hasil program. Sebaliknya, evaluator teknis hanya bias melaksanakan 

tugasnya, apabila tujuan kebijakan jelas dan dapat diukur, implementasi diarahkan 

untuk mencapai tujuan, tersedia cukup data yang diperlukan. Meskipun evaluasi 

teknis bersifat obyektif, hasil evaluasi mempunyai konsekuensi terhadap policy 

makers maupun policy implementer. 

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. kebijakan harus 

diawasi, dan salah satu mekanisme dan fungsi pengawasan tersebut disebut 

sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh 

mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada 

konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat 

kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.Tujuan pokok dari evaluasi 

bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar 

kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas 
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selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. 

Jadi evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan. 

Selanjutnya dalam lingkup makna kebijakan publik dikenal evaluasi 

perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan 

kebijakan, yang pada dasarnya memliki 4 (empat) fungsi utama, yakni : (i) 

Eksplanasi,melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat 

dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi 

realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengindentifikasi 

masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan 

kebijakan; (ii) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan 

standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan; (iii) Audit, melalui evaluasi 

dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran 

kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan; (iv) Akunting, dengan 

evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut 

2.3      Evaluasi Program 

2.3.1     Pengertian Evaluasi Program 
 

Evaluasi program menurut Cronbach dan Stufflebeam adalah upaya 

menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan dan 

menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator 

bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program (cronbach, 1982). 

patton;1997 menyatakan bahwa, Program evaluation is the systematic collection 

of information abaout the activities, characteristic,  and outcome of program to 

make judgement about the program, improve program effectiveness, and/or 
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inform decisions about future program development. Evaluasi program adalah 

pengumpulan informasi yang sistematis mengenai kegiatan, karakteristik, dan 

hasil dari program untuk membuat penilaian mengenai program ini, 

meningkatkan efektifitas program, dan atau menginformasikan keputusan 

mengenai pengembangan program di masa depan. Dari definisi beberapa ahli 

dapata ditarik kesimpulan bahwa  evaluasi  program adalah serangkaian kegiatan 

yang dilaksanakan secara sistematis dalam upaya untuk mengetahui keberhasilan 

dan keterlaksanaan suatu program yang biasanya dilakukan untuk kepentingan 

pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. 

Ada beberapa pengertian evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli seperti 

yang dikemukakan oleh Scriven yang dikutip oleh Fitzpatrick, Sanders dan 

Worthen menyatakan bahwa “evaluation as judging the worth or merit of 

something”. Berdasarkan definisi dari Scriven ini selanjutnya Fitzpatrick, Sanders 

dan Worthen mempertegas bahwa evaluasi adalah mendeterminasi manfaat atau 

nilai dari suatu objek evaluasi. Secara lebih luas evaluasi dapat didefinisikan 

sebagai mengidentifikasi, mengklarifikasi dan menerapkan Brinkerhoff 

sebagaimana dikutip oleh Widoyoko, menyatakan bahwa evaluasi merupakan   

suatu   proses   menentukan   sejauhmana    tujuan    pendidikan    dapat  dicapai. 

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa ada tujuh elemen yang harus dilakukan dalam 

pelaksanaan evaluasi. Tujuh elemen tersebut meliputi: 1) penentuan fokus yang 

akan dievaluasi, 2) penyusunan desain evaluasi, 3) pengumpulan informasi, 4) 

analisis dan interpretasi informasi, 5) pembuatan laporan, 6) pengelolaan evaluasi, 

dan 7) evaluasi untuk evaluasi. joint commitee ini, Stufflebeam dan Shinkfield 

memberikan definisi evaluasi sebagai penilaian  tentang  suatu  obyek   secara   
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sistematik   dan   fokus.  Namun   kemudian mereka menambahkan bahwa harus 

ada batasan dan kriteria umum yang penting untuk bahan pertimbangan ketika 

menilai program. 

Djaali menyatakan bahwa evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses 

menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya, 

yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang 

dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dari 

pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan 

rencana atau tidak, jika tidak mengapa  dan langkah-langkah  apa yang akan 

ditempuh selanjutnya. Demikian pula Arikunto menyatakan bahwa evaluasi 

adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu dan 

kemudian informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat 

ketika mengambil keputusan. 

Program dapat juga diartikan sebagai sejumlah sarana hubungan yang 

didesain dan diimplementasikan  sesuai  dengan   tujuan.   Sedang   program   

menurut   Joan   L.   Herman sebagaimana dikutip oleh Tayibnapis adalah segala 

sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil 

atau pengaruh. 

Arikunto (2004), menyatakan ada dua pengertian dari program, yakni 

secara umum dan khusus. Secara umum program dapat diartikan sebagai 

rencana, seperti rencana seseorang setelah lulus ujian, apakah kemudian bekerja 

atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Secara khusus 

program yang dikaitkan dengan evaluasi, didefinisikan Arikunto sebagai suatu 

unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari 
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suatu kebijakan, berlangsung secara berkesinambungan dan terjadi dalam suatu 

organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Selanjutnya evaluasi program 

dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk mengetahui tingkat 

keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui 

efektivitas masing-masing komponennya. 

Sementara menurut Tayibnapis (2000), evaluasi suatu program berarti 

mengumpulkan informasi secara teratur (sistematik) tentang bagaimana program 

itu berjalan, dampak yang mungkin terjadi atau untuk menjawab pertanyaan yang 

diminati. Selanjutnya Stake sebagaimana dikutip oleh Tayibnapis mengatakan 

bahwa, menilai atau mengevaluasi suatu program berarti melakukan perbandingan 

secara relatif program tersebut dengan program lain atau melakukan perbandingan 

absolut suatu program dengan standar tertentu. Stake juga menekankan bahwa ada 

dua kegiatan atau proses dalam evaluasi program yang terbagi menjadi kegiatan 

pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang selanjutnya 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program 

berikutnya. 

Program adalah cara yang dipisahkan untuk mencapai tujuan. Dengan 

adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih 

mudah untukdioperasionalkan. Hal ini mudah dipahami, karena program itu 

sendiri menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program tersebut. 

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya 

kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, 

yang antara lain adalah: 
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f. Adanya tujuan yang ingin dicapai 

g. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian 

tujuan itu 

h. Adanya aturan-aturan yang dipegang dengan prosedur yang harus 

dilalui 

i. Adanya perkiraan anggaran yang perlu atau dibutuhkan 

j. Adanya strategi dalam pelaksanaan 

 

Unsur keduanya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program adalah 

adanya kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok orang 

tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil program yang dijalankan dan 

adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Bila tidak memberikan 

manfaat pada kelompok orang maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal 

dilaksanakan. 

Pada penelitian ini penulis mencoba menganalisa bagaimana evaluasi 

program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu sebagai 

upaya memperluas laynan perumahan dan permukiman di Desa Lelang Kabupaten 

Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dengan menggunakan teori Evaluasi 

William Dunn. 

• Efektivitas. 
 
• Efisiensi 
 
• Efek/Dampak 
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2.3.2   Model Evaluasi Program 

Untuk memudahkan pengembangan sebuah evaluasi diperlukan 

pengetahuan tentang model-model evaluasi khususnya dalam bidang pendidikan 

agar diperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Good seperti dikutip 

Sukardi mendifinisikan model sebagai sesuatu yang membantu dalam pemahaman 

struktur atau proses yang digunakan oleh ahli ketika menerangkan fenomena yang 

dipelajari. Selanjutnya Sukardi memberi batasan bahwa model atau paradigma 

adalah struktur sejenis yang berfungsi sebagai penyederhana konsep yang 

digunakan untuk menjelaskan fenomena yang dipelajari. Dikatakan pula 

sedikitnya saat ini ada lima model evaluasi yang dapat digunakan sebagai acuan, 

yakni: model Tyler, sumatif-formatif, Countenance, CIPP, dan Connaisance. 

Menurut Arikunto, model atau desain evaluasi program dikatagorikan 

berdasarkan pada para ahli yang menemukan dan mengembangkannya serta ada 

juga yang diberi sebutan sesuai dengan sifat kerjanya. Ada beberapa ahli evaluasi 

yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program, antara lain: Stufflebeam, 

Michael Scriven, Metfessel, Robert Stake dan Glaser. Menurut Stephen Isaac, ada 

empat pendekatan yang digunakan untuk membedakan ragam evaluasi program, 

yakni evaluasi program yang berorientasi pada: 1) tujuan atau goal oriented, 2) 

keputusan atau decision oriented, 3) kegiatan dan orang-orang yang 

menanganinya atau transaction oriented,  dan  4)  pengaruh  dan  dampak  

program atau research oriented. 

Selanjutnya Kaufman dan Thomas membagi model evaluasi program 

menjadi delapan yaitu:1) Goal-Oriented Evaluation Models yang dikembangkan 

oleh Tayler,2) Goal–Free Evaluation yang dikembangkan Scriven, 3) Formative–
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Sumative Models oleh Scriven, 4) Countenance Evaluation Models oleh Stake, 5) 

Responsif Evaluation oleh Stake, CSE-UCLA Models (Center for the Study of 

Evaluation) oleh Alkin, 7) CIPP Evaluation Models oleh Stufflebeam, dan 8) 

Descrepancy Models oleh Provus. Fitzpatrick mengklasifikasikan model evaluasi 

berdasarkan beberapa pendekatan, yakni: 1) Tujuan, 2)Manajemen, 3) Konsumen, 4) 

Keahlian, dan, 6) Partisipan. Pendekatan evaluasi yang berorientasi pada tujuan, 

memperhatikan pencapaian tujuan dalam suatu program. Evaluasi dilakukan untuk 

mengukur efektivitas program dengan mengacu pada tujuan sebagai standar. Pendekatan 

evaluasi yang berorientasi pada manajemen, ditujukan  untuk identifikasi dan 

pengumpulan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dalam pengambilan keputusan. 

Pendekatan evaluasi yang berorientasi pada keahlian sangat bergantung pada penerapan 

suatu keahlian secara profesional untuk memutuskan apakah pendidikan yang diupayakan 

berkualitas atau tidak. Selanjutnya pendekatan evaluasi partisipan memusatkan perhatian 

pada penentuan nilai-nilai, kriteria, kebutuhan dan data evaluasi. Dapat disimpulkan 

bahwa ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi suatu program. 

Pendekatan tersebut antara lain berdasarkan: 1) tujuan atau goal oriented, 2) keputusan / 

manajemen atau decision oriented, 3) kegiatan dan orang-orang yang menanganinya  atau 

transaction   oriented, dan   4)   pengaruh   dan   dampak   program   atau research 

oriented. Model atau disain evaluasi program yang dapat digunakan dalam evaluasi

 pendidikan, antara lain, model: CIPP, UCLA, Scriven, countenance 

Stake, responsive Stake, dan Descrepancy. 
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Gambar 2.2 Kriteria Evaluasi Kebijkan Menurut William Dunn 
 

Sumber : William Dunn (1999) 
 

Dalam ilmu evaluasi program, ada banyak model yang dipergunakan 

untuk mengevaluasi keterlaksanaan program. Meskipun antara satu dengan yang 

lain berbeda tetapi maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan 

data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang 

tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan 

tindak lanjut suatu program. Dalam hal ini Stepphen Isaac (1986 dalam 

Arikunto, 2004) membedakan adanya empat hal yang dipergunakan untuk 

membedakan ragam model evaluasi, yaitu : 

1. Berorientasi pada tujuan (goal oriented) 
 
2. Berorientasi pada keputusan (decision oriented) 
 
3. Berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya 

(transactional oriented) dan 

4. Berorientasi pada pengaruh dan dampak program (research oriented) 
 

Ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model 

evaluasi program, yaitu Stufflebeam, Metfessel, Michael Scriven, Tayler, Stake 

dan Glaser. Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi 
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delapan, yaitu: 

1. Goal oriented evaluation model, dikembangkan oleh Tyler 
 
2. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael Scriven. 
 
3. Formatif Summatif Evaluation Model, dikembangkan oleh 

Michael Scriven. 

4. Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake. 
 
5. Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake. 
 
6. CSE-UCLA Evaluation Model, dikembangkan oleh Alkin. 
 
7. CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam. 
 
8. Discrepancy Model dikembangkan oleh Provus. 
 

Penjelasan dari masing-masing model evaluasi tersebut diatas adalah  

sebagai berikut: 

1. Goal Oriented Evaluation Model (dikembangkan oleh Tyler) 

Model ini merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi 

obyek pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan 

jauh sebelum program dimulai. Evaluasi ini dilakukan secara 

berkelanjutan, terus-menerus, men-cek sejauh mana tujuan tersebut 

sudah terlaksana dalam proses pelaksanaan program. 

Secara umum model evaluasi ini memberikan penekanan terhadap 

produktivitas dan akuntability dalam suatu aktifitas. Model ini juga 

sering dipergunakan untuk mengukur pencapaian dan kemajuan peserta 

didik. Model ini menepikan dimensi proses dalam pelaksanaan evaluasi. 

Untuk membentuk ujian pencapaian, Tyler, menggariskan beberapa 
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prosedur yang perlu diikuti, yaitu: 

a. Mengenal pasti sasaran program yang hendak dijalankan. 

b. Menguraikan setiap tujuan dalam bentuk tingkah laku dan isi 

kandungan. 

c. Mengenal pasti situasi dimana tujuan yang hendak digunakan. 

d. Menentukan arah untuk mewakili situasi 

e. Menentukan arah untuk mendapatkan hasil. 

 

Tyler mendefinisikan evaluasi sebagai perbandingan antara hasil yang 

dikehendaki dengan hasil yang sebenarnya. Pendekatan Tyler memberikan dasar 

pada pengukuran tingkah laku dalam suatu tujuan yang dibentuk dan mendasarkan 

kepada hasil pembelajaran dari input pengajaran. Tyler telah membuat beberapa 

perubahan dalam konsepnya mengenai penilaian. Perubahan ini dikembangkan 

dalam definisi penilaiannya awal yaitu penilaian dalam program yang dibuat 

dengan membandingkan konsep program dengan dasar yang relevan untuk 

memantapkan perencanaan program. Termasuk didalamnya: 

a. Penilaian di tingkat implementasi 

b. Penilaian dalam monitoring yang berkelanjutan dalam suatu program.. 

 

Dalam model ini, langkah pertama adalah mengenali tujuan suatu program. 

Setelah tujuan program diketahui, indikator-indikator pencapaian tujuan dan alat 

pengukuran diketahui pasti. Hasil kajian akan dibandingkan dengan tujuan 

program dan keputusan dibuat level pencapaian yang diperoleh. Menurut Tyler 

dalam Arikunto (2004), apabila tujuan program tidak tercapaisepenuhnya, ini 
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membawa implikasi sama bahwa program pembelajaran lemah atau juga bahwa 

tujuan yang dipilih tidak sesuai. 

2. Goal Free Evaluation Model (dikembangkan oleh Michael Scriven). 
 

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Scriven tahun 1972 

ini dapat dikatakan berlawanan dengan model pertama yang 

dikembangkan oleh Tyler. Jika dalam model yang dikembangkan oleh 

Tyler, evaluator terus-menerus memantau tujuan, yaitu sejak awal 

proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat dicapai, 

dalam model goal free evaluation (evaluasi lepas dari tujuan) justru 

menoleh dari tujuan. 

Menurut Michael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program 

evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. 

Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana 

kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan- 

penampilan yang terjadi, baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang 

diharapkan) maupun hal- hal negatif (yang sebetulnya memang tidak 

diharapkan). 

Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada 

kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. 

Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam 

penampilan, tetapi evaluator lupa memperhatikan sejauh mana masing-

masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir yang 

diharapkan oleh tujuan umum maka akibatnya jumlah penampilan 
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khusus ini tidak banyak manfaatnya. 

Dari uraian ini jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "evaluasi lepas 

dari tujuan" dalam model ini bukannya lepas sama sekali dari tujuan 

tetapi hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya 

mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, 

bukan secara rinci per komponen. 

3. Formatif Summatif Evaluation Model (dikembangkan oleh Michael 
Scriven) 

 

Selain model "evaluasi lepas dari tujuan", Michael Scriven juga 

mengembangan model lain, yaitu model formatif-sumatif. Model ini 

menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu 

evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut 

evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir 

(disebut evaluasi sumatif). 

Berbeda dengan model yang pertama dikembangkan, model yang 

kedua ini ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat 

melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda 

dengan tujuan evaluasi sumatif. Sehingga, model yang dikemukakan 

oleh Michael Scriven ini menunjuk tentang "apa, kapan, dan tujuan" 

evaluasi tersebut dilaksanakan. 

Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang 

dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program 

masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif 
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tersebut adalah mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat 

berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan 

diketahuinya hambatan dan hal- hal yang menyebabkan program tidak 

lancar, pengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan 

yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. Evaluasi 

sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi 

sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi 

sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai 

sarana untuk mengetahui posisi atau  kedudukan individu  di dalam  

kelompoknya.  Mengingat  bahwa objek sasaran  dan  waktu 

pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan sumatif maka 

lingkup sasaran yang dievaluasi jugaberbeda. 

4. Countenance Evaluation Model (dikembangkan oleh Stake). 
 

Model ini dikembangkan oleh Stake. Menurut ulasan tambahan 

yang diberikan oleh Fernandes (1984, dalam Arikunto 2004), model 

Stake menekankan pada  adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) 

deskripsi (description) dan (2) pertimbangan (judgments), serta 

membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) 

anteseden (antecedents/context), (2) transaksi (trarisaction/process), dan 

(3) keluaran (output 

- outcomes). 
 

Tiga hal yang dituliskan di antara dua diagram, menunjukkan objek 

atau sasaran evaluasi. Dalam setiap program yang dievaluasi, evaluator 
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harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) anteseden yang 

diartikan sebagai konteks, (2) transaksi yang diartikan sebagai proses, 

dan (3) outcome yang diartikan sebagai hasil. Selanjutnya kedua matriks 

yangdigambarkan sebagai deskripsi dan pertimbangan, menunjukkan 

langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi. 

Matriks pertama, yaitu deskripsi, berkaitan atau menyangkut dua 

hal yang menunjukkan posisi sesuatu (yang menjadi sasaran evaluasi), 

yaitu apa maksud tujuan yang diharapkan oleh program, dan 

pengamatan akibat, atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang 

betul-betul terjadi. Selanjutnya evaluator mengikuti matriks kedua, yang 

menunjukkan langkah pertimbangan, yang dalam langkah tersebut 

mengacu pada standar. 

Menurut Stake, ketika evaluator tengah mempertimbangkan 

program pendidikan, mereka mau tidak mau harus melakukan dua 

perbandingan, yaitu (1) membandingkan kondisi hasil evaluasi program 

tertentu dengan yang terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang 

sama; (2) membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan 

standar program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan 

dicapai. 

Analisis proses evaluasi yang dikemukakan Stake (1967, dalam 

Tayibnapis, 2000) membawa dampak yang cukup besar dalam bidang 

ini dan meletakkan dasar sederhana namun merupakan konsep yang 

cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. 
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Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini 

ialah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang 

dievaluasi. Stake mengatakan bahwa description di satu pihak berbeda 

dengan judgement atau menilai. Dalam model ini, antecedents 

(masukan), transaction (proses), dan outcomes (hasil) data dibandingkan 

tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan 

keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang 

absolut, untuk menilai manfaat program. Stake mengatakan bahwa tak 

ada penelitian dapat diandalkan apabila tidak dinilai. 

5. Responsive Evaluation Model (dikembangkan oleh Stake). 
 

Dalam model evaluasi ini Stake mendefinisikan evaluasi sebagai 

suatu nilai pengamatan dibandingkan dengan keahlian. Stakes (1967 

dalam Azizi, 2008), telah menggariskan beberapa ciri pendekatan model 

evaluasi responsif, yaitu: 

a. Lebih ke arah aktivitas program (proses) daripada tujuan 
program. 

 
b. Mempunyai hubungan dengan banyak kalangan untuk 

mendapatkan hasil evaluasi. 

c. Perbedaan nilai perspektif dari banyak individu menjadi ukuran 

dalam melaporkan kegagalan dan keberhasilan suatu program. 

Pendekatan ini adalah sistem yang mengorbankan beberapa fakta 

dalam evaluasi denganharapan dapat meningkatkan penggunaan hasil 

evaluasi kepada individu atau 
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program itu sendiri. Kebanyakan evaluator lebih menekankan pada 

kenyataan, penggunaan ujian obyektif, menentukan standar program dan 

laporan penyelidikan. Evaluasi ini kurang memberikan pengaruh dalam 

komunikasi formal dibandingkan dengan komunikasi biasa. 

Model ini berdasarkan pada apa yang biasa individu lakukan untuk 

menilai suatu perkara. Mereka akan memperhatikan dan kemudian akan 

bertindak. Untuk melaksanakan evaluasi ini, evaluator dipaksa bekerja 

lebih keras untuk memastikan individu yang dipilih memahami apa yang 

perlu dilakukan. Evaluator juga perlu membuat prosedur  yang baku dan 

mencari serta mengatur tim untuk memperhatikan pelaksanaan program 

tersebut. Dengan bantuan tim, evaluator akan menyediakan catatan, 

deskripsi, hasil tujuan serta membuat grafik. Evaluator juga menilai 

kualitas dan record orang yang membantu evaluasi. 

Terdapat empat tahap dalam model ini: 
 

a. Pada awal pelaksanaan evaluasi, evaluator dan klien (stakeholder) 

membuat perundingan tentang kontrak mengenai tujuan penilaian, 

validitas dan jaminan kerahasiaan. Stakeholder disini adalah individu 

yang terlibat dalam evaluasi tersebut dan  memiliki hak untuk 

memberikan ijin dan isu-isu yang berkaitan dengan proses evaluasi. 

b. Mengenal pasti concern (perhatian), isu dan nilai-nilai dari 

stakeholder. 

 
Fakta-fakta diperoleh melalui temu duga dan soal selidik. 

 
c. Tahap ketiga mengumpulkan informasi yang memiliki hubungan 
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dengan tujuan, isu,  nilai yang dikenal pasti oleh stakeholder. 

Evaluator juga bisa mendasarkan data dan informasi secara 

deskriptif tentangperkara yang dievaluasi dan standar yang 

digunakan untuk membuat pertimbangan. 

d. Penyediaan laporan mengenai keputusan atau alternatif. Format 

kajian kasus sering digunakan untuk membuat  laporan ini. Laporan 

ini mengandung beberapa isu-isu dan perhatian yang dikenal betul oleh 

stakeholder. Tahun 1960-an dan awal 1970, model yang digunakan oleh 

Stake (1967) dan Stufflebeam (1968-1971) telah banyak mempengaruhi 

bidang evaluasi. PengikutStake, memfokuskan evaluasi pada hasil, dimana 

evaluasi tidak lagi mempertimbangkan sifatpendidikan yang kompleks dan 

dinamik. 

6. CSE-UCLA Evaluation Model (dikembangkan oleh Alkin). 

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. Yang 

pertama, yaitu CSE, merupakan singkatan dari Center for the Study of 

Evaluation, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of 

California in Los Angeles. Ciri dari model CSE- UCLA adalah adanya 

lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, 

pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Fernandes (1984, 

dalam Arikunto 2004) memberikan penjelasan tentang model CSE-

UCLA menjadi empat tahap, yaitu (1) needs assessment, (2) program 

planning, (3) formative evaluation, dan (4) summative evaluation. 

Keterangan: 
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a. CSE Model: Needs Assessment 
 

Dalam tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada 

penentuan masalah. Pertanyaan yang diajukan: 

1) Hal-hal apakah yang perlu dipertimbangkan

sehubungan dengan keberadaan program? 

2) Kebutuhan apakah yang terpenuhi

sehubungan dengan adanya pelaksanaan program 

ini? 

3) Tujuan jangka panjang apakah yang dapat dicapai 

melalui program ini? 

b. CSE Model: Program Planning 

Dalam tahap kedua dari CSE model ini evaluator 

mengumpulkan data yang terkait langsung dengan 

pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan 

yang telah diidentifikasi pada tahap kesatu. Dalam tahap 

perencanaan ini program PBM dievaluasi dengan cermat 

untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah 

disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Evaluasi tahap 

ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan. 

c. CSE Model: Formative Evaluation 
 

Dalam tahap ketiga ini evaluator memusatkan perhatian pada 

keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator 

diharapkan betul-betul terlibat dalam program karena harus 

mengumpulkan data dan berbagai informasi dari 



63 
 

 

pengembang program. 

d. CSE Model: Summative Evaluation 
 

Dalam tahap keempat, yaitu evaluasi sumatif, para evaluator 

diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil 

dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini, 

diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan 

untuk program sudah tercapai, dan jika belum, dicari bagian 

mana yang belum dan apa penyebabnya. 

7. CIPP Evaluation Model (dikembangkan oleh Stufflebeam). 

Model ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan 

progran pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti : 

karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan 

yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu 

sendiri. 

Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari 

berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk 

akhirnya sampai pada deskripsi dan judgment mengenai kekuatan dan 

kelemahan program yang dievaluasi. 

Stufflebeam melihat tujuan evaluasi sebagai: 
 

1) Penetapan dan penyediaan informasi yang bermanfaat untuk 

menilai keputusan alternatif; 

2) Membantu audience untuk menilai dan mengembangkan 

manfaat program pendidikan atau obyek; 
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3) Membantu pengembangan kebijakan dan program. 
 

Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal 

dan diterapkan oleh para evaluator. Model CIPP ini dikembangkan oleh 

Stufflebeam dan kawan-kawan (1967)  di Ohio State University dalam 

Arikunto (2004). CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf 

awal empat buah kata, yaitu 

Context evaluation : 

evaluasi terhadap konteks  

Input evaluation : 

evaluasi terhadap 

masukan Process 

evaluation : evaluasi 

terhadap proses Product 

evaluation : evaluasi 

terhadap hasil 

 
 

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut 

merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari 

proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah 

model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai 

sebuah sistem. 

2.4     Perumahan dan Permukiman 

Permasalahan perumahan di Indonesia yang terjadi sampai dengan tahun 

2014 disebut denganIstilah backlog/kekurangan rumah utamanya bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) (Bramantyo, 2012) yang mencapai 13,5 juta unit 

dan kondisi permukiman kumuh seluas 37.407 Ha, dengan jumlah penghuninya 
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sebanyak 3,4 juta (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016). 

Keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak 

mengakibatkan pengadaan rumah secara mandiri menjadi salah satu pilihan 

mereka. Selain itu, kelayakan rumah bukan hanya secara fisik, namun juga 

masalah lingkungan seperti polusi, pencemaran, kesalahan lokasi, hingga bencana 

alam (Putra & Manaf, 2014), termasuk legalitas kepemilikan lahan menjadi 

pertimbangan dalam pengadaan perumahan (Tunas & Peresthu, 2010). 

Permasalahan lain dalam penyediaan rumah bagi masyarakat miskin adalah 

ketimpangan antara jumlah warga miskin dengan kebutuhan yang harus 

disediakan, tidak adanya akses prasarana dan sarana dasar di bawah standar, serta 

mata pencaharian yang tidak tetap (Sarimah, 2016). Permintaan rumah murah 

tidak sebanding dengan ketersediaan yang ada. Hal ini karena keterbatasan lahan, 

kebijakan tidak efektif, kemampuan pelaku usaha, serta mahalnya pasokan bahan 

baku. Dari sisi lain, faktor pembiayaan menjadi kendala utama karena kurangnya 

dukungan dari lembaga keuangan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, 2015). Sebagai upaya dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah, maka diperlukan peran pemerintah dalam memfasilitasi 

penyediaan rumah bagi masyarakat miskin (Suprijanto, 2004) termasuk 

didalamnya pembangunan rumah layak huni yang bersumber dari APBN, APBD 

maupun dari lembaga sosial non-pemerintah seperti CSR, Baznas dan sejenisnya. 

Hal ini juga seperti yang terjadi di beberapa negara Asia lainnya, seperti China 

dan India, dimana peran pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni dan 

terjangkau bagi masyarakat miskin memerlukan kebijakan khusus seperti 

kebijakan yang terkait dengan penyediaan lahan dan system pembiayaan yang 
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sesuai (Cai & Lu, 2015; Ram & Needham, 2016; Shi, Chen, & Wang, 2016). 

 
Secara umum perumahan mencakup semua kegiatan sosial masyarakat 

dalam memperoleh haknya sebagaimana mestinya, sekaligus sebagai pusat 

pembentuk struktur fisik wilayah atau pemukiman (Aribigbola, 2000) dan 

merupakan persyaratan terpenting dalam keberlanjutan  bagi kehidupan dan 

regenerasi manusia (Omolola & Ayoride, 2016). Permasalahan pokok perumahan 

meliputi masalah pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, tata ruang, lahan 

yang terbatas; prasarana lingkungan, pembiayaan rumah layak, teknologi, bahan 

bangunan dan jasa konstruksi, kelembagaan, peran serta masyarakat dan regulasi 

(Yudohusodo, 1991). Lambannya upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

perumahan dan permukiman yang sehat disebabkan belum terciptanya iklim yang 

memadai serta terbatasnya kemampuan Pemda untuk membiayai pembangunan 

perumahan dan permukiman (Sastra & Marlina, 2006). 

Selain itu, sumber daya (resource) yang ada di lingkungan masyarakat dan 

dunia usaha belum optimal dalam menangani pembangunan perumahan dan 

permukiman. Khususnya bagi Pemda, peningkatan peran serta masyarakat dan 

dunia usaha untuk membangun dan memelihara prasarana perumahan dan 

permukiman, menciptakan mekanisme kemitraan yang efektif antara pemerintah 

daerah, masyarakat, dan dunia usaha merupakan tantangan  yang harus dihadapai 

dan diselesaikan (Arimurty & Manaf, 2013). Pemanfaatan sumber dana di luar 

APBN atau APBD maupun yang ada di perusahaan-perusahaan milik negara dan 

swasta pada dasarnya dapat dimanfaatkan dalam sumber pembiayaan perumahan 

baik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) maupun program 

Corporate Social Responsibility (CSR), yang merupakan program perguliran dana 
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program dana hibah. Saat ini, pemanfaatan dana tersebut belum optimal 

khususnya untuk pembiayaan maupun pendanaan perumahan. Untuk 

menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni 

maka pemerintah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Pemda) mengamanatkan bahwa perumahan merupakan salah 

satu bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan 

kota/kabupaten. Dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib tersebut, Pemda 

tentunya harus berperan aktif membantu pemenuhan perumahan bagi 

masyarakatnya baik dari sisi supply maupun demand. Peran aktif Pemda dari sisi 

supply antara lain dapat berupa (1) pemberian kemudahan dalam perizinan; (2) 

penyediaan PSU; (3) perintisan (penyediaan) land banking; dan (4) penetapan 

zonasi untuk rumah sejahtera. Sedangkan dari sisi demand, Pemerintah Daerah 

dapat menyediakan anggaran (APBD) untuk bantuan sebagian pembiayaan 

perumahan bagi MBR sebagai pendamping bantuan pembiayaan yang diberikan 

oleh pemerintah. Dalam upaya membantu agar pemberian bantuan tersebut dapat 

dilaksanakan secara lebih akuntabel dan lebih tepat sasaran, maka pemerintah 

dapat mengembangkan berbagai instrumen yang dijadikan landasan oleh Pemda 

dalam menentuka masyarakat mana yang menjadi prioritas untuk mendapatkan 

bantuan, salah satunya dengan sistem “housing queue” (Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, 2015). Untuk mendukung program penyediaan 

perumahan sistem housing queue bagi masyarakat miskin, pemerintah pusat telah 

menetapkan aturan terkait penerima manfaat program sebagai landasan agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan, yaitu melalui Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak 
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Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Regulasi tersebut bertujuan 

mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal 

fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah atau sarana prasarana lingkungan 

baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat 

kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat 



69 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbasis pada qualitative 

research. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif diharapkan mampu 

menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku 

yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, suatu organisasi / 

komunitas dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif dan holistik. Sebagaimana dinyatakan oleh Lincoln & Guba (1989) 

bahwa penelitian kualitatif memang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan 

penelitian yang bersifat eksploratif, karena jenis dan desain penelitian pada 

pendekatan naturalistik yang pada umumnya relatif lebih leluasa dalam menjaring 

dan menetapkan variabel-variabel penelitian. Selanjutnya, secara tegas Lofland & 

Lofland (1984) menyatakan bahwa “…qualitative research seeks depth rather 

than breadth. Instead of drawing from a large, representative sample of an entire 

population of interest, qualitative researchers seeks to acquire indepth and an 

intimate information about  a smaller group of persons…”. 

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Menurut Parsudi Suparlan, (1994) dalam buku metode penelitian kualitatif, 

pendekatan kualitatif biasanya dikaitkan dengan pengertian yang sama dengan 

pendekatan yang dalam antropologi dikenal dengan holistic. Dalam pendekatan 

tersebut tidak dikenal adanya sampel; tetapi penelitian harus dilakukan secara 
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teliti, mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-

prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala,-

gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus itu 

Sendiri. 

3.2    Fokus Penelitian 
 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak 

relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih 

didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam 

penelitian ini. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada 

tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan 

(Sugiyono, 2017). Adapun fokus dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi 

dan data serta analisa yang mendalam terkait dengan program pemerintah Desa 

Lelang dalam melakukan program rumah layak huni bagi masyarakat kurang 

mampu di Desa Lelang 

Penelitian ini difokuskan meliputi: 
 

1. Evaluasi program pembagunan rumah layak huni bagi masyarakat 

kurang mampu sebagai upaya memperluas akses layanan perumahan 

dan pemukiman di Desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya 

Provinsi Maluku 

2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung Evaluasi program 

pembagunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu 

sebagai upaya memperluas akses layanan perumahn dan pemukiman 
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di desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya ProvinsiMaluku. 

3.3      Lokasi Penelitian 
 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti 

menangkap keadaan dari objek yang diteliti. Dalam melaksanakan penelitian ini, 

peneliti mengambil lokasi di desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya 

Provinsi Maluku. 

3.4       Sumber Data 
 

1. Data Primer 
 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian 

terhadap objek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara, serta 

melakukan pengamatan secara langsung (observasi). Metode 

wawancara adalah metode yang mencoba menjelaskan fakta dengan 

cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada objek yang 

diteliti 12 responden. Sedangkan observasi adalah metode yang 

dilakukan dengan cara mengamati langsung disertai dengan 

pencatatan data yang diperlukan. 

2. Data Sekunder 
 

Pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan menyelusuri berbagai 

sumber yang berhubungan dengan yang diteliti berupa buku-buku, 

jurnal-jurnal, majalah, artikel serta literatu-literatur yang berkairtan 

dengan penelitian. 
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3.5     Prosedur Pengumpulan Data 
 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian desktriptif, yakni penelitian 

yang diorientasikan untuk menguraikan data dan/atau informasi yang dapat 

dikumpulkan di lapangan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data untuk kajian ini 

dilaksanakan melalui : 

i. Wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan 

dan informan kunci, khususya mereka yang terlibat dalam kegiatan 

penanganan pengungsi. Penggunaan teknik ini didasarkan pada 

pertimbangan untuk meningkatkan kedalaman penggalian data, 

terutama data kualitatif primer dan sekunder (dokumen) sebagai 

tindak lanjut (penelusuran) dari data primer yang telah diperoleh 

melalui wawancara terstruktur dengan informan; 

ii. Focus Group Discussion atau FGD: adalah suatu proses 

pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu 

permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi 

kelompok. Sesuai namanya, pengertian Focus Group Discussion 

mengandung tiga kata kunci: a. Diskusi (bukan wawancara atau 

obrolan); b. Kelompok (bukan individual); c. Terfokus/Terarah 

(bukan bebas). FGD bukan pula sekadar kumpul-kumpul beberapa 

orang untuk membicarakan suatu hal. Banyak orang berpendapat 

bahwa FGD dilakukan untuk mencari solusi atau menyelesaikan 

masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk mencapai 

kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang dihadapi 

oleh para peserta, padahal aktivitas tersebut bukanlah FGD, 
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melainkan rapat biasa. FGD berbeda dengan arena yang semata-mata 

digelar untuk mencari konsensus. Sebagai alat penelitian, FGD dapat 

digunakan sebagai metode primer maupun sekunder. FGD sendiri 

merupakan sebuah kelompok diskusi yang terdiri dari 6 sampai 8 

orang atau maksimal 10 orang dalam sebuah ruangan dan biasanya 

dengan posisi duduk melingkar. 

iii. Observasi: dilakukan terhadap data dan aktivitas yang dapat 

diamati, baik berupa data/aktivitas umum maupun data/aktivitas 

khusus yang berkaitan langsung dengan tema kajian ini. Penggunaan 

teknik ini lebih untuk melakukan verifikasi/triangulasi atas data yang 

telah diperoleh melalui wawancara terstruktur dan wawancara 

mendalam; 

3.6 Subjek Penelitian 

 
Lazimnya dalam penelitan kualitatif, dikenal dengan sampel purposif 

(purposive sample) memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya 

dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam. Penelitian kualitatif 

mempersyaratkan pemilihan “sample” secara purposif (purposeful sampling). 

Tujuan pokok penelitian kualitatif adalah menggambarkan kenyataan 

sebagaimana adanya, memperoleh pemahaman tentang makna kenyataan itu, dan 

mengembangkan suatu penjelasan teoritis tentangnya. Karena itu dalam 

pemilihan “sample”, peneliti tidak mengutamakan patokan keterwakilan populasi, 

melainkan kedalaman dan kelengkapan pemahaman atas masalah penelitian. 

Sebagai implikasinya“sampel” harus dipilih secara bersengaja dan lazimnya 

dalam jumlah kecil. Seseorang dipilih sebagai “sampel” hanya jika ia memberikan 
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sumbangan pemahaman atas aspek masalah yang sedang diteliti. Ini kebalikan 

dari penelitian kuantitatif. 

Jenis penelitian ini bertujuan menunjukkan hubungan antara variabel-

variabel untuk keperluan verifikasi suatu generalisasi atau teori yang berdaya 

ramal. Karena itu sampel penelitian kuantitatif harus mewakili populasi. Hal ini 

diupayakan dengan memilih sampel dalam jumlah besar secara acak (random 

probability sampling). 

Tabel : 3.1 Informan Penelitian 
 

No Nama Jumlah 
1 Kepala Desa 1 
2 Kaur Pembangunan 1 
3 Unsur Tokoh Masyarakat 1 
4 Unsur Tokoh Agama 1 
5 Unsur Masyarakat umum 4 
6 Unsur Pemuda 1 
7 Masyarakat Penerima Manfaat 20 

 Total 29 
Sumber : Data yang di Olah 2021 

 
Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Lelang yang merupakan 

pucuk pimpinan pemerintahan desa yang menginisiasi dan merencanakan program 

hunian bagi masyarakat kurang mampu di Desa Lelang, selanjutnya Kaur 

Pembagunan desa yang bertanggungjawab pelaksanaan program, unsur tokoh 

masyarakat adalah figur berpengaruh di desa dalam berbagai kegiatan yang di 

desa, unsur tokoh agama adalah pemuka agama di Desa, unsur masyarakat umum 

adalah masyarakat yang tidak mendapatkan program yang dipilih secara acak, 

unsur pemuda adalah ketua pemuda desa, masyarakat penerima manfaat adalah 

masyarakat yang mendapatkan program dan di nilai kurang mampu oleh 

pemerintah Desa Lelang. 
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3.7     Prosedur Analisis Data 
 

Dalam penelitian ini untuk menganalisa data yang dikumpulkan 

menggunakan analisa data deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang tidak 

mempergunakan perhitungan 

statistik. Arikunto (1993) menyatakan bahwa “ analisa data deskriptif eksploratif 

adalah analisa yang digunakan untuk memperoleh suatu gambaran atau status 

fenomena”. 

Proses peneitian kualitatif berlangsung serempak dilakukan dalam bentuk 

pengumpulan atau pengolahan dan menginteprestasikan sejumlah data yang 

bersifat kualitatif. Kemudian terhadap sejumlah data tersebut, peneliti 

melakukan analisa kualitatif Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya 

Analisa Data Kualitatif (2009) terdiri tiga  alur yaitu: 

1. Reduksi data; 
 
2. Penyajian dan analisa data; dan 
 
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi / interpretasi. 
 
Ketiga tahap ini jalin-menjalin pada saat sebelum, selam dan sesudah 

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar serta merupakan proses siklus dan 

interaktif sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini: 

Data dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah 

sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan 

tiga langkah: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data 

display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and 

verification).Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), 

pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifiying), peringkasan 
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Pengumpu
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Kondens
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Penarika
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(abstracting), dan transformasi data (transforming). Secara lebih terperinci, 

langkah- langkah sesuai prosedur analisis yang digagas oleh Miles, Huberman dan 

Saldana (2014) adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif 
 

 

Sumber: Miles dan Huberman, A.M. dan Saldana 2014 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

 
1. Letak dan Luas Wilayah 

 
Desa Lelang secara administratif termasuk dalam wilayah kecamatan 

Mdona Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang merupakan daerah kepulauan 

terpisah dari kota kabupaten yaitu Tiakur. Terletak di arah timur kota Kabupaten 

Maluku Barat Daya dengan jarak tempuh ± 12 jam dengan melewati beberapa 

pulau menggunakan kapal laut. Semantara jarak desa Lelang dengan kantor 

Kecamatan 1 Km dari dengan jarak tempuh ± 2 menit mengunakan kenderaan 

beroda dua. 

Desa Lelang terdiri dari 1 Desa dan Luas Wilayah desa Lelang adalah 

22,200  Ha dengan batas-batas desa sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : Desa Romdara 
 

- Sebelah Selatan : Lautan (Australia) 
 

- Sebelah Barat : Desa Rumkisar 
 

- Sebelah Timur : Desa Batu Gajah 
 

Tanah Desa yang berlokasi diantara Batu Gajah, Romdara dan Rumkisar 

adalah tanah yang dimiliki sejak jaman primitiv hingga sekarang terdiri dari 10 

(sepuluh) lokasi sejalan dengan tata lingkungan hidup berdasarkan perkampungan 

mereka yaitu. 

1. Tanah powaurna paulauna milik warga ricaupun dengan batas sebelah 

utara lulyeku, gaina dan liwayna (pupgeni), sebelah timur di urun 
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damanini selatan di get barat waitakiti. 

2. Tanah watpipi tutgeni milik warga waitpipi targeni dengan batas-batas 

utara diwatpipi dan utgeni timur di watkapiati selatan di geet barat di 

watmuhera 

3. Tanah kihela khinyeru milik warga klihak khiru dengan batas-batas 

sebagi berikut utara di khine arwehla sebelah timur tininyemu elwa 

selatan dengan lautan barat di watletna. 

4. Tanah tutwrnoni wapwernaini milik warga hulyora dengan batas-batas 

utara di chani timur pupgeni selatan lautan barat di wooraratna 

5. Tanah ilpitalyaha watpilyara milik warga ulyora dengan batas-batas 

utara di elaulauna timur kakietarni selatan di turwerna sampai dengan 

liulaurna barat waturiri wehelokra 

6. Tanah hudmeyaha letlauna milik warga hitulu repluru dengan batas-

batas utra diluretwru timur dengan lautan selatan dengan lautan barat 

di laletwaru 

7. Tanah hudimeyaha letkeha milik warga mnynmera mdora dengan 

batas-batas utara di leunurnu timur di kourwawna selatan dengan 

lautan barat di rarletwaru 

8. Tanah ilyowora watwawahra milik warga keturunahn hurluinelu 

wainelu dengan batas-batas utara lokmemeta timur mriun taunu 

selatan dengan lautan barat di vandrae lalaimni 

9. Tanah koralma maralma milik keturunan warga reiwunu malyera 

dengan batas- batas utara di tora yopla timur di mriun taun sampai 

dengan dunlauna selatan lautan barat di toprunwyetu (hulyora) 
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10. Tanah oralma maralma milik warga hilniha kannyelu dengan 

batas-batas utara apkyara timur di plrarni selatan dengan 

lautan barat di kwiwatgeni 

2. Topografi, Jenis Tanah dan Iklim 

 
Desa Lelang secara topografi berupa dataran rendah di atas permukaan 

laut (dpl), sehingga tergolong dataran rendah. Suhu di daerah ini cukup bervariasi 

antara 24 derajat saat paling dingin dan 35 derajat saat paling panas. Jenis tanah 

yang ada di wilayah sebagian besar adalah tanah andisol. Sifat tanah andisol 

adalah bersolum tebal/dalam dan berwarna kuning terang, makin dalam makin 

terang. Tekstur liatnya silty loam dengan kadar liat kurang dari 30%. Kepekaan 

tanah andisol terhadap erosi cukup tinggi, keasamannya bermacam-macam, dan 

bahan organiknya rendah. 

Iklim merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan 

tanaman. Iklim desa Lelang termasuk dalam daerah dengan tipe iklim D, dengan 

nilai Q antara 60% – 100%. Nilai Q adalah perbandingan antara banyaknya bulan 

basah dibagi dengan bulan kering kali 100%. 

3. Sarana Prasarana dan Sistem Usaha 
 

 Sarana Prasarana di Desa Lelang belum begitu memadai, kondisi 

jalan/perhubungan antara desa belum maksimal, dimana aktifitas masyarakat 

dengan menggunakan alat transportasi darat ke kota kecamatan berjalan lancar di, 

namun sistim pemasaran untuk hasil-hasil pertanian begitu sulit untuk dipasarkan, 

hal ini disebabkan karena jangkauan pasar yang begitu jauh. 

Disamping kondisi jalan yang memadai, namun ada juga sarana-sarana 

umum seperti Puskesmas dengan fasilitas yang cukup memadai, desa Lelang 
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memiliki sarana Pendidikan Dasar, Pertama dan Menengah dengan fasilitas yang 

terbatas membuat masyarakat Lelang banyak yang memilih anaknya untuk 

melenjutkan pendidikan di kota. 

Sistim bercocok tanam di Desa Lelang pada umunya semua penduduk 

tingal di daerah dataran rendah dan tidak berbeda dengan desa-desa lain yang ada 

di daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi, dengan mengandalkan 

kesuburan tanah alami dan luas lahan membuat masyarakat terdorong untuk 

membuat sistim perladangan berpindah dengan sistim usaha tani, komoditi yang 

dihasilkan sangat terbatas hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja. Dari 

sistim ekonomi pertanian hal ini tidak mendorong pendapatan perkapita dari 

petani cenderung membuat petani dalam posisi yang sulit. 

Ada sebagian petani yang sudah mulai membudi dayakan dan 

mengusahakan tanaman umur panjang seperti kelapa, tanaman buah-buahan yang 

lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari petani 

mengusahakan sayur-sayuran, singkong, ubi rambat, talas, kacang-kacangan. 

Semua lahan ini merupakan lahan tadah hujan karena tidak ada system pengairan. 

Desa Lelang yang berbatasan selatan dengan lautan yang luas menjadikan 

masyarakat dapat menggantungkan hidup pada hasil laut berupa ikan, lola, batu 

laga teripang dan lain-lain. Untuk perikanan sendiri masyarakat hanya berkutat 

pada. 

Desa Lelang disebut desa buah-buahan karena dapat menghasilkan berbagai 

jenis buah seperti jeruk, nangka, manga, nenas, sirsak kelapa dan beberapa jenis 

pisang. 
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4. Sejarah Desa 
 

Tanah milik desa luas ± 5000 ha antara Romdara, Batu Gajah dan Romkisar 

berbatas sebagai berikut sebalah utara dengan Romdara di tiani sebelah timur 

dengan Batu Gajah di Mbriun, sebelah barat di Rumkisar di Linherpetnu sebelah 

selatan dengan lautan bebas (benua kanguru) Australia. 

Nama desa Lelang adalah sebagian sebutan dari nama lengkapnya Lela 

Yowiri Loapati yang berarti sisa dari yang hilang dilaut, hal ini disebabkan 

tenggelamnya negeri tua kilpityaha watpalyari akibat perang …. 1 waulyahu. 

Pada  masa pemerintahan belanda nama Lela direvisi menjadi Lelang disesuaikan 

dengan dialeg melayu. 

5. Asal Usul Kepala Desa, Riwayat Pemerintah Desa dan Pembangunan 

 
Kepala desa yang lasim disebut Riyahra sesuai tata karma tradisional yang 

di angkat dari keluarga yang berkedudukan khas yang berkuasa di desa ini, 

kedudukan yang dihormati, diseganih sejak timbulnya penyatuan desa leburan 

kelompok-kelompok pendudukan yang terpencar, hal ini detetapkan 

penggabungan dusun-dusun terpencar pada tahun 1790. 

1. Pemerintahan negeri pertama Up Knyaunu kira-kira 1790an berasal 

dari Soa Ricaupun membangun desa gabungan 

2. Pemerintahan negeri kedua Up Ahkora tahun 1870an berasal dari Soa 

Reicaupun (Romlau Lelbiayi) beliau tidak membangun apa-apa. 

3. Pemerintahan Negeri ketiga Mehpaili (Mesak Pay) berasal dari soa 

Reicaupun (Korwauna Paulwauna) mandat Romlau Lelbiayai tahun 

1925-1960 memindah desa ketempat yang sekarang 

4. Pemerintahan Negeri keempat Viktor Miru (Tory) berasal dari soa 
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Ricaupun (Romlau Lelbiayi) tahun 1963-1994 mengusahan dan 

membuat kebun kelapa Desa ukuran 100 x 100, Balai desa, kantor 

desa, Gereja, Gedung Sekolah Dasar, Gedung Sekolah Menengah 

Pertama Remaja Karya (REMKAR) Rumah Sehat, dua buah  bak air 

minum, satu buah sumur, pengadaan monografi Desa 

5. Pemerintahan Negeri kelima Justus J Leha (Torehi) berasal dari Soa 

Reicaupun (Romlau Lelbiayi) tahun 1997-2006 melalui proses 

pemilihan (Demokrasi) membangun merenovasi Gedung Gereja, 

Pastori Jemaat, pagar beton balai desa dan kantor desa, 4 (empat) buah 

WC umum, 1 (satu) buah bak penampung air geraha di wunlehen, jalan 

rabat proyek dalam desa (PKPS BBM IP) sepanjang 980 m, menderikan 

lokasi kecamatan Mdona Hyera beribu kota di desa lelang tahun 2003. 

6. Pemerintahan Negeri keenam Demianus Pay berasal dari Soa 

Romtutulu  Matarumah (Lelmarna) tahun 2009-2015 melalui proses 

pemilihan (demokrasi) membangun; membendung air geraha, saluran 

pembuangan air limbah (got) sepanjang 200 m, 1 (satu) buah gapura 

permanen depan pantai, 1 (satu) buah pasar desa, merenofasikan 3 

(tiga) buah rumah dinas Guru Sekolah Dasar, turut memperjuangkan 

SMA Negeri 1 Mdona Hyera, Ketua Pantia Pembangunan  Gedung 

Gereja Baru. 

7. Pemerintahan Negeri ketujuh bernama Loth Pay berasal dari Soa 

Letkehi- Aitwawan, melalui proses pemilihan (demokrasi) tahun 2018 

sampai sekarang. 
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Kaur Keuangan 
 

JEFRISON 
REIWUNY 

Kaur 
Pembangunan 
JEFRI F. PAY 

Kaur Umum 

ONISIAS KAY 

Kaur 
Pemerintahan 

YAN A. 
REIWUTY 

Gambar 4.1. Dena Desa Lelang 
 

(Sumber : Profil Desa Lelang 2020) 

 

Gambar 4.2 Struktur Pengurus Desa Lelang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Profil Desa Lelang 2020 

Sekretaris Desa 
EKLIOPAS. MIRU 
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Tabel 4.1 

Daftar Nama Penerima Program Rumah Layak Huni Desa Lelang 

No Nama Kepala Keluarga 

1 Cici Reiwuty 

2 Jemy Miru 

3 Daniel Miru 

4 Marten Kay 

5 Winda Pay 

6 
Korinus Watrowawan 

7 Koni Miru 

8 Robby Tilaporu 

9 Robby Ledise 

10 Enton Pay 

11 Penias Saleky 

12 
Carles Slaou 

13 Andre Watwaru 

14 Tinus Tagarnana 

15 
Teas Teas Lakburlawal 

16 Jefri Pitna 

17 Apsantina Reiwuty 

18 Fanny Lerick 

19 Hesty Reiwuny 

20 Thobias A 

Sumber : data yang diolah 2022 

 
Jumlah Kepala Keluarga di Desa Lelang adalah 216 Kepala Keluarga, dari 

jumlah kepala keluarga yang ada, kategori keluarga yang kurang mampu sebanyak 

54 Kepala Keluarga. Program rumah untuk keluarga kurang mampu tersebut 

menjadi priorotas sejak tahun 2018 dan pembagunan rumah secara bertahap 

sampai dengan tahun 2021 
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4.2       Hasil Penelitian 
 

Pada penelitian ini penulis menganalisa bagaimana evaluasi program 

pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu sebagai upaya 

memperluas laynan perumahan dan permukiman di Desa Lelang Kabupaten 

Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dengan menggunakan teori Evaluasi 

William Dunn dalam Subarsono 2011. 

Tabel 4.2 Kriteria Evaluasi 
 

No Kriteria Penjelasan 

 
1 

 
Efektivitas 

 
Apakah hasilyang diininginkan telah tercapai? 

 
2 

 
Kecukupan 

 
Seberapa  jauh hasil yangtelah tercapai 

dapat memecahkan masalah? 

 
3 

 
Pemerataan 

 
Apakah  biaya dan manfaat didistribusikan merata 

kepada kelompok masyarakat yang berbeda? 

 

4 

 

Responsivitas 

Apakah hasil kebijakan membuat preferensi/ 

nilaikelompok dan dapat 

memuaskan mereka? 

5 Ketepatan Apakah hasil yang dicapai bermanfaat? 

Sumber : W. Dunn dalam Subarsono (2011) 

2. Evektivitas 

 
Efektivitas mengandung pengertian taraf tercapainya suatu tujuan 

tertentu, hak ditinjau dari segi hasil, maupun usaha dari segi usaha 

yang diukur. Berdasarkan hasil temuan di lapangan pelaksanaan 

program pelatihan keterampilan dapat dikatakan berhasil karena 

diterima cukup baik oleh masyarakatnya. Peran aktif dari masyarakat 
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dengan adanya program pembangunan rumah layak huni bagi 

masyarakat kurang mampu  sebagai upaya memperluas layanan 

perumahan dan permukiman di Desa Lelang Kabupaten Maluku Barat 

Daya Provinsi Maluku. 

Penulis wawancara Kepala Desa Lelang Bapak Loth Pay 

 
Apakah hasil program rumah bagai keluarga kurang mampu di Desa 

Lelang telah sesuai dengan harapan dan tercapai target? 

“Menurut Kepala Desa Lelang, Program rumah untuk 

keluarga kurang mampu di desa lelang telah berjalan sesuai 

dengan yang di inginkan. Hal tersebut dilihat dari program 

kerja Desa Lelang untuk pembuatan rumah bagi masyarakat 

kurang mampu sejak tahun 2018-2021 target keluarga sasaran 

penerima manfaat rumah bagi keluarga kurang mampu adalah 

20 unit rumah” (Wawancara tanggal 2 Februari 2022) 

 

Hasil wawancara di atas menggambarka bahwa sesuai dengan 

program kerja Pemerintah Desa Lelang sejak Tahun 2018-2021 target 

keluarga sasaran penerima manfaat rumah untuk keluarga miskin telah 

tercapai dan berjalan sesuai harapan. 

Lebih lanjut Penulis wawancara dengan Kaur Pembagunan Desa 

Bapak Jefry. F. Pay 

Apakah hasil program rumah bagai keluarga kurang mampu di Desa 

Lelang telah sesuai dengan harapan dan tercapai target? 

“Ya, betul adik... lihat saja, semua masyarakat senang karena 
ada program ini, dan saya rasa program ini sangat 
bermanfaat, masyarakat juga senang ada program ini, lihat 
saja banyak keluagra kurang mampu di katong punya 
kampung ini sudah dapat rumah program dari pemerintah 
Desa Lelang”.(Wawancara tanggal 2 Februari 2022) 
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Hasil wawancara di atas mengambarkan bahwa semua masyarakat 

desa senang karena dari program rumah untuk keluarga miskin atau 

kurang mampu, program rumah untuk keluarga kurang mampu/miskin 

ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. 

Lebih lanjut penulis wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Jefry 
Miru. 

 
Apakah hasil program rumah bagai keluarga kurang mampu di Desa 

Lelang telah sesuai dengan harapan dan tercapai target? 

“Menurut saya Program ini sesuai dengan harapan kita 

bersama, kita ketahui sendiri bahawa belum ada program 

rumah untuk keluarga kurang mampu/miskin sebanyak ini dan 

menyentuh semua marga yang ada di desa” (Wawancara 

tanggal 2 Februari 2022) 

 
Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa program rumah bagi 

keluarga kurang mampu/miskin di Desa Lelang telah berjalan sesuai 

dengan diharapkan bersama, hal tersebut ditandai dengan semua 

perwakilan Marga mendapatkan bagian dalam program ini serta 

pemerintah desa sangat konsen terhadap program dimaksud. 

Lebih lanjut Penulis wawancara dengan keluarga penerima 

manfaat Bapak Daniel Miru dan Jemmy Miru. 

Apakah hasil program rumah bagai keluarga kurang mampu di 

Desa Lelang telah sesuai dengan harapan dan tercapai target? 

“Pertama-tama kami menyampaikan terimakasih yang 

sebersar-besarnya kepada KepalaDesa Lelang dan jajaran 

yang telah berupaya semaksimal munkin untuk program 

rumah bagi keluarga kurang  mampu  bisa berjalan dengan 

baik dan kami sangat merasakan  manfaat dari program ini, 
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kami semula tidak bisa membuat rumah sebaik ini, namun 

dengan program dari pemerintah Desa, kami bisa merasakan 

dampak pembagunan di Desa dengan program rumah. 

Saya rata program ini baik dan perlu dilanjutkan lagi ade, 

sambung Bapak Daniel Miru”(Wawancara tanggal 3 Februari 

2022) 

 
 

Hasil wawancara diatas mengambarkan bahwa program rumah bagi 

keluarga kurang mampu/miskin sangat bermanfaat dan masyarakat 

sangat merasakan manfaat dari program tersebut. 

Program rumah untuk keluarga kurang mampu/miskin sangat baik dan 

harapannya program tersebut bisa di perpanjang agar semua 

masyarakat merasakan dampak pembagunan di Desa 

 
Gambar 4.3 Rumah Untuk Keluarga Kurang mampu di Desa Lelang 

 

Sumber : Dokumentasi Desa Lelang 2021 
 

3. Kecukupan 
 

Pengertian kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan 

tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dalam menjawab 

persoalan yang dalam masyarakat miskin di Desa Lelang. 
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Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Lelang Bapak Elkiopas 
Miru 

 
Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan 

masalah keluarga miskin/kurang mampu yang membutuhkan 

hunian yang layak dan aman di Desa Lelang? 

“Hasil yang telah kami capai dalam program ini 

menurut saya sangat bagus, target sasaran kami dan 

keluarga kurang mampu dapat merasakan program ini 

dan juga program ini di dukung oleh semua masyarakat 

Desa Lelang. Semua elemen salingmembantu dalam 

meyukseskan program ini”. (Wawancara tanggal 3 

Februari 2022) 

 

Wawancara di atas menunjukan bahwa program rumah unutk 

keluarga miskin telah berjalan sesuai dengan rencana dan program 

kerja di Desa, program ini juga mendapatkan dukungan dari 

berbagai elemen masyarakat Desa. 

Lebih lanjut Penulis wawancara dengan Tokoh Agama Desa 
Lelang 

 
Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan 

masalah keluarga miskin/kurang mampu yang membutuhkan 

hunian yang layak dan aman di Desa Lelang? 

“Kalau target saya pikir itu adalah domain pemerintah 

Desa yang  disesuaikan dengan porsi program kerja 

mereka, namun saya melihat secara umum bahwa 

program ini baik dan mendapat respon baik pula dari 

masyarakat luas, program ini juga sangat 

membantuwarga yang ada di bawah garis kemiskinan 

khsusnya di Desa Lelang” (Wawancara tanggal 3 

Februari 2022) 
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Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa untuk target program 

menjadi urusan pemerintah desa namun jika di lihat dari urgensi 

program, masyarakat sangat suka dan program tersebut 

mendapatkan respon baik dari masyarakat khsusunya masyarakat 

yang kurang mampu. 

Lebih lanjut Penulis wawancara dengan masyarakat penerima 

manfaat Program Desa Lelang Cici Reiwuty dan Hesti Reiwuty 

Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan 

masalah keluarga miskin/kurang mampu yang membutuhkan 

hunian yang layak dan aman di Desa Lelang? 

“Pemerintah Desa telah tepat memilih dan menentukan 

keluarga penerima manfaat dari program ini, kami yang 

merupakan keluarga-keluarga kurang mampu dapat 

merasakan program yan baik ini apalagi kami sebagai janda 

yang telah di tinggal oleh suami. 

Kami senang dan puas dengan apa yang telah dilakukan oleh 

pemerintah desa Lelang”. (Wawancara tanggal 3 Februari 

2022) 

 
Wawancara di atas memberikan kesimpulan bahwa program 

rumah untuk keluarga kurang mampu/keluarga miskin telah tepat 

sasaran dan tepat guna. 

Gambar 4.4 Rumah Untuk Keluarga Kurang mampu di Desa Lelang 
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Sumber : Dokumentasi Desa Lelang 2021 

 
4. Pemerataan 

 
Pemerataan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan suatu 

keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik. 

Berdasarkan data temuan di lapangan oleh peneliti terkait dengan 

program rumah untuk keluarga kurang mampu/miskin di Desa 

Lelang sebagai berikut 

 
Penulis Wawancara dengan Kepala Desa Lelang Bapak Loth Pay 

 
Apakah dalam program rumah untuk keluarga kurang 

mampu/miskin telah  dilaksanakan secara merata oleh Pemerintah 

Desa? 

“Program yang kami laksanakan ini telah menyentuh 

semua masyarakat yang kurang mampu di Desa kami, 

keterwakilan semua marga telah kami fasilitasi dan 

yang pasti telah ada komunikasi internal antara 

marga yang mendapatkan bantuan disisi lain memang 

ada kriteria penerima manfat program telah di 

sepakati oleh pemerintah desa lewat tim internal yang 

melibatkan berbagai unsur di Desa”. (Wawancara 

tanggal 3 Februari 2022) 

 
 

Hasil wawancara di atas menjukan bahwa program yang 

dilaksanakan telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat 

penerima manfaat dan pemerintah desa juga telah melibatkan 

berbagai unsur masyarakat desa seperti kepala marga dan tetua 

adat desa. 

Disisi lain, Pemerintah Desa juga telah membentuk tim 
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khusus di di desa untuk menentukan kriteria bagi masyarakat 

penerima manfaat program rumah untuk keluarga tdak 

mampu/miskin. 

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Sekretaris Desa Lelang 

 
“Kami telah bentuk tim khusus untuk menentukan 

keluarga kurag mampu yang nantinya akan menerima 

manfaat program dan juga akan mendampingi 

sampaidengan program berjalan dan akan di 

evaluasi” (Wawancara tanggal 3 Februari 2022) 

 

Hasil wawancara tersebut, menegaskan bahwa program tersebut 

telah di rasakan manfaat secara merata oleh semua elemen 

masyarakat Desa yang membutuhkan dan pemerintah desa 

membentuk tim khsusus untuk mendampingi program sampai 

dengan pelaksanaan dan evaluasi program tersebut. 

Wawancara dengan masyarakat penerima manfaat program Bapak 

Marten Pay dan Bapak Penias Saleky. 

Apakah dalam program rumah untuk keluarga kurang 

mampu/miskin telah  dilaksanakan secara merata oleh Pemerintah 

Desa? 

“Kami pikir telah merata program dari Desa ini 

karena semua keterwakilan marga telah mendapatkan 

program, disisi lain memang yang mendapatkan 

program tersebut rata- rata kurang mampu dan sulit 

secara ekonomi, ada juga yang telah di tinggal suami 

atau istri”. (Wawancara tanggal 4 Februari 2022) 

“Program ini sangat baik dan manfaatnya telah 

dirasakan oleh masyarakat miskin di Desa Lelang, saya 

secara pribadi sangat senang mendapatkan program 

ini dan berharap program ini bisa di perpanjang 
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terus”. 

(Wawancara tanggal 4 Februari 2022) 
 
 

Gambar 4.5 Rumah untuk Keluarga Kurang Mampu Di Desa Lelang 
 

Sumber : Dokumentasi Desa Lelang 2021 

 
Wawancara di atas telah mempertegas bahwa program rumah 

untuk keluarga kurang mampu/miskin telah merata hal tersebut 

karena semua marga dilibatkan dalam penentuan keluarga 

penerima manfaat dan juga setiap marga ada keterwakilan, disisi 

lain masyarakat yang menerima program rata-rata masyarakat 

kurang mampu dan ekonomi lemah. 

Lebih lanjut, program tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat miskin di desa Lelalng dan masyarakat penerima 

manfaat mengahrapkan bahwa program ini dapat dilajutkan. 

5. Responsivitas 

 
Responsivitas dapat juga dikatakan respon dari suatu aktivitas. 

Menurut William N Dunn bahwa indikator responsivitas itu dilihat 
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dari seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan 

masyarakat. 

Penulis Wawancara dengan masyarakat penerima manfaat 

program Bapak Teus Lakburlawar dan Jefri P 

Apakah hasil kebijakan membuat preferensi/nilai kelompok dan 

dapat memuaskan mereka? 

“Bapak Teus Lakburlawar Saya pribadi sangat puas 

dengan program ini, setelah sekian lama tidak ada yang 

memperhatikan kebutuhan layak huni kami, pemerintah 

desa bisa menjawab semua kebutuhan kami khsusnya 

tempat tinggal yang layak”. (Wawancara tanggal 4 

Februari 2022) 

 
 

Lebih lanjut menurut Bapak Jefri, apa yag telah dilakukan oleh 

pemerintah desa sangat membantu kami dan kami sangat puas 

dengan program ini, walaupaun programnya bertahap namun bisa 

di rasakan oleh semua masyarakat yang kurang mampu 

(Wawancara tanggal 4 Februari 2022) 

Wawancara di atas menggambarkan bahwa masyarakat merasa 

puas dengan program yang dilakukan oleh peerintah Desa Lelang 

walupun sebagaian masyarakat menunggu beberapa tahun unutk 

mendapatkan program hal tersebu karena keterbatasan anggaran 

yang di miliki oleh Desa. Program yang di canangkan dan 

dilaksanakan oleh  pemerintah Desa sagat membantu kami 

masyarakat yang kurang mampu untuk tinggal 
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dna hidup layak di rumah layak huni. 
 

Lebih lanjut penulia Wawancara dengan Kepala Desa Lelang.. 

 
Apakah hasil kebijakan membuat preferensi/nilai kelompok 

dan dapat memuaskan mereka? 

“Dari hasil evaluasi internal, masyarakat sangat puas 

dengan program yang kami gagas dan lakukan di 

Pemerintah Desa Lelang. Saya sendiri juga merasa puas 

jika masyarakat saya yang selama ini tinggal di rumah 

tidak layak huni bisa mendapatkan tempat yang layak dan 

juga program ini mewijudkan visi dan misi dari 

opemerintah desa yaitu mensejahterakan masyarakat 

desa”.(Wawancara tanggal 4 Februari 2022) 

 
 

Menut wawancara di atas bahwa masyarakat sangat merasa puas 

dengan program yang dibuat oleh Pemerintah Desa, hal tersebut 

karena ada evaluasi tiap tahun dari pelaksanaan program oleh 

Pemerintah Desa dan juga evaluasi tersebut terhadap bergagai 

program pemerintah Desa Lelang yang di sesuaikan dengan visi 

dan misi pemerintah Desa. 

Gambar 4.6 Dokumentasi Wawancara 

Sumber : Dokumentasi 
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Pribadi 2022 
 

Lebih lajut menurut Tokoh Masyarakat Desa Lelang Bapak 
Yakobus. A 

 
“Program ini sangat baik  dan  masyarakat  merasakan  
manfaatnya  namun  perlu dievaluasi secara mendalam 
bahwa beberapa rumah belum terseleasikan secara baik 
untukprogram tahun 2020 dan 2021” 

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa program yang di 

lakukan oleh pemerintah Desa Lelang sangat baik namun 

harus di evaluasi secara mendalam karena ada beberpa rumah 

hasil program belum rampung pembagunannya dan perlu 

mendapatkan perhatian semua stakholder di Desa. 

Gambar 4.7 Rumah untuk Keluarga Kurang Mampu Di Desa Lelang 
 

 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 2022 

 

6. Ketepatan 

 
Ketepatan merujuk pada kuatnya asumsiyang melandasi tujuan-

tujuan tersebut. Secara keseluruhan dampak positif dari 

pelaksanaan program ini sudah dapat dirasakan. Yang mana 

masyarakat memperoleh rumah layak huni yang awalnya tidak ada 

menjadi ada. Dampak positif yang dirasakan bahwa masyarakat 
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jadi termotivasi untuk melanjutkan penghidupan. 

Penulis Wawancara dengan Bapak Thobias A dan Bapak Roby 

Tilapiru sebagai masyarakat penerima manfaat.. 

Apakah hasil yang di capai bermanfaat bagi masyarakat? 

“Hasil program ini sangat dirasakan manfaat oleh kami 

yang tidak mampu membuat rumah sebaik ini, kami 

terbelakang, tertinggal dan secara ekonomi lemah, kami 

merasa sangat terbantu dengan program dari pemerintah 

Desa Lelang ini”. (Wawancara tanggal 4 Februari 2022) 

“Menurut Bapak Roby, awalnya tidak terpikirkan bisa 

punya rumah yang sebaik ini, terbuat dari beton jika di 

bandingkan dengan rumah saya yang lama terbuat dari 

papan dan daun kelapa, kalau hujan pasti bocor dan kalau 

angin bisa terbawah semua atap rumah” Wawancara 

tanggal 4 Februari 2022) 

 
 

Wawancara di atas menunjukan bahwa program rumah bagi 

masyarakat kuramg mampu/miskin sangat bermanfaat bagi 

masyarakat yang secara latar belakang masih tertinggal, ekonomi 

lemah dan terbelakang. 

Gambar : 4.8 Dokumentasi Wawancara 
 

 

Sumber : dokumentasi Pribadi 
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Disisi lain awalnya masyarakat tidak menyangka bisa memperoleh 

rumah sebaik yang tertera dalam program jika di bandingkan 

dengan rumah lama yang terbuat dari papan dan daun kelapa, 

rumah dari program pemerintah desa sangat baik dan kokoh 

karena terbuat dari beton. 

Wawancara dengan Kaur 

Umum Bapak Onisias Kay.. 

Apakah hasil yang di capai 

bermanfaat bagi masyarakat? 

“Hasil program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat 
desa yang kurangmampu di desa Lelang ini, dan tepat 
sasaran program ini. Saya sendiri merasa senang 
dengan respons masyarakat yang luar biasa baik 
terhadap program rumah unutk keluarga 
kurangmampu/miskin”. (Wawancara tanggal 4 
Februari 2022) 

 

Hasil wawancara di atas, sangat bermanfaat bagi masyarakat dan 

program tersebut telah di anggap tepat sasaran, disisi lain 

masyarakat sangat senang dengan program  dimaksud. 

Lebih lanjut menurut Tokoh Pemuda Desa Lelang.. 

“Program rumah untuk keluarga kurang mampu ini 

telah sesuai dan tepat sasarannamun beberapa 

persoalan yang terjadi mestinya segera di selesaikan 

juga seperti beberapa rumah yang belum selesai 

pengerjaan dan belum serah terima dari pemerintah 

desa kepada keluarga penerima manfaat/keluarga 

minskin. (Wawancara tanggal 4 Februari 2022) 

 
 

Menurut wawancara di atas, program rumah untuk keluarga 
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kurang mampu/miskin sngta bermanfaat bagi masyarakat namun 

beberapa hal yang perlu di selesaikan adalah beberapa rumah 

belum selesai pengerjaan dan belum serah terima kunci kepada 

masyarakat penerima manfaat. 

 

Gambar 4.9 Rumah untuk Keluarga Kurang Mampu Di Desa Lelang 
 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 2022 

 

4.2. Faktor Penghambat dan Pendukung 

 
Dalam pelaksanaan program rumah untuk masyarakat kuramg mampu di 

Desa Lelang terdapat faktor penghamat dan pendukung pelaksanaan program 

pembagunan rumah tersebut. faktor pengambat dan pendukung diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Faktor Penghambat 

 
a. Faktor pengambat program rumah untuk masyarakat kurang 

mampu/miskin di Desa Lelang adalah ketersediaan bahan bagunan 

yang seperti semen, besi dan senk atap rumah yang barus di beli di 

kota kabupaten yang jarak tempuh antar pulau dan dan melewati 
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rintangan gelombang dengan waktu perjalanan 2 hari. 

b. Mahalnya bahan baku seperti semen, besi dan senk untuk 

pembuatan rumah bagi  keluarga kurang mampu di Desa Lelang, 

kenyataan di kapangan anggaran yang di siapkan untuk pembuatan 

rumah bagi masyarakat kurang mampu harus memikirkan 

ketersediaan bahan dan melonjaknya harga bagan bangunan. 

c. Ketidak tepatan waktu pengerjaan rumah yang seharusnya 90 hari 

kerja menjadi 120 hari kerja dan hal tersebut masih ada beberapa 

rumah yang belum selesai pengerjaan dan  serah terima kunci oleh 

pemerintah Desa kepada masyarakat Penerima manfaat. 

d. Kurangnya pengawasan pekerjaan menjadi fakor penghambat lain 

yang mengakibatkan pekerja tidak mengerjakan rumah sesuai 

dengan spesifikasi dan standart yang telah di tentukan 

2. Faktor Pendukung 

 
a. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program rumah unutk 

keluarga kurang mampu di Desa Lelang adalah partisipasi dan 

keterlibatan masyarakat sangat baik pemerintah Desa, unsur tokoh 

masyarakat, unsur tokoh agaman, unsur tokoh pemuda dengan antusias 

saling membantu baik masyarakat yang mendapatkan program rumah 

dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantaun rumah. 

b. Bahan bagunan seperti pasir dan baru bisa didapatkan di Desa 

Lelang dengan harga yang terjangkau. 

c. Faktor lain adalah masyarakat antuasias dengan program rumah 
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bagi keluarga kurang mampu karena dalam periode kepada desa 

sebelumnya tidak ada program rumah untuk masyarakat kurang 

mampu. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 
 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

1. Evektifitas, Sesuai dengan program kerja Pemerintah Desa Lelang 

sejak Tahun 2018-2021 target keluarga sasaran penerima manfaat 

rumah untuk keluarga miskin telah tercapai dan berjalan sesui 

harapan pemerintah desa, disisi lain program rumah untuk 

masyarakat kutang mampu/miskin di desa Lelang mendapatkan 

dukungan dari berbagai unsur seperti unsur masyarakat, tokoh agama 

dan tokoh pemuda. 

2. Kecukupan, target sasaran program telah tercapai dan program rumah 

untuk masyarakat kurang mampu/miskin telah memecahkan 

persoalan yang terjadi di Desa Lelang Selama ini, masyarakat yang 

memeroleh program adalah masyarakat yang benar-benar 

membutuhkan dan sangat menyentuk. 

3. Pemerataan, program rumah unutk keluarga kurang mampu/ miskin 

di Desa Lelang telah berjalan sesuai dengan harapan seluruh elemen 

masyarakat. Pelibatan berbagai marga atau tetua adat Desa 

menentukan keluarga penerima program dari berbagai marga dan 

juga pelibatan tim internal dan ekstranal pemerintah Desa untuk 

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan progam. 

4. Responsivitas, secara umum masyarakat puas dengan program rumah 

unutk keluarga kurang mampu/miskin di Desa Lelang walaupun 
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masyarakt ada yang menunggu beberapa tahun untuk mendapatkan 

program rumah, hal tesebut karena keterbatasan anggaran Desa dan 

Dana Desa yang di gunakan untuk program hanya untuk beberapa 

rumah saja. Kepuasan masyarakat akan kebijakan pemerintah desa 

Lelang karena danya evaluasi tiap tahun terhadap pelaksanaan 

program tersebut. 

5. Ketepatan, program rumah bagi masyarakat kuramg mampu/miskin 

sangat  bermanfaat bagi masyarakat yang secara latar belakang masih 

tertinggal, ekonomi lemah dan terbelakang. Disisi lain awalnya 

masyarakat tidak menyangka bisa memperoleh rumah sebaik yang 

tertera dalam program jika di bandingkan dengan rumah lama yang 

terbuat dari papan dan daun kelapa, rumah dari program pemerintah 

desa sangat baik dan kokoh karena terbuat dari beton. 

5.2      Saran 

Saran dan masukan dalam penelitian ini adalah : 

6. Pemerintah desa Lelang perlu membuat rencana kerja program 

pembagunan rumah layak huni bagi masyarakat desa secara baik dan 

merata dan perlu membuat skala prioritas bagi keluarga penerima 

manfaat yang benar-benar membutuhkan. 

7. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan rumah bagi keluarga miskin 

penerima manfaat perlu di galakkan lagi, hal tersebut karena dalam 

beberapa pembangunan rumah tidak melibatkan partisipasi 

masyarakat. 

8. Pengawasan terhadap kebijakan dan pembagunan rumah bagi 
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keluarga kurang mampu perlu di tingkatkan agar tidak terjadi 

keterlambatan dalam pengerjaan sehingga menggagu rancangan 

program di tahun berikutnya. 

9. Pelibatan berbagai unsur yang ada di Desa menjadi kunci utama 

kesuksesan program yang di lakukan, sehingga semua masyarakat 

mesara memiliki dan saling gotong royong serta hudup rukun di Desa 

Lelang. 

10. Terlepas dari suksesnya program rumah untuk keluarga kurang 

mampu/miskin perlu pengawasan pekerjaan, hal tersebut berdampak 

pada kepercayaan masyakat penerima manfaat karena di akhir tahun 

ada beberapa rumah yang belum selesai di bangun oleh pemerintah 

Desa Lelang. 
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